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Penelitian ini membahas tentang tanggung jawab notaris berkenaan dengan 
akta yang dibuatnya karena ancaman dan pemalsuan. Penelitian ini termasuk yuridis 
normative dengan pendekatan secara statute approach, conceptual approach dan juga 
case approach. 
Hasil yang didapat dari penelitian ini adalah bahwa ancaman dapat digunakan 
sebagai pertimbangan untuk menilai otentitas akta yang dibuat di hadapan notaris, 
akta dapat terdegradasi otentitasnya dari akta otentik menjadi akta di bawah tangan 
atau akta menjadi batal demi hukum dan dapat digunakan dasar untuk menggugat 
ganti kerugian, namun terhadap akta yang dibuat karena ancaman–kepalsuan, akta 
tersebut tetap mempunyai kekuatan hukum sebagai akta otentik karena telah 
memenuhi syarat mengenai bentuk dan sifatnya sebagai akta. Akta tersebut karena 
dibuat tidak memenuhi syarat subyektif sahnya akta sebagaimana Pasal 1320 angka 
(1) yakni sepakat mereka yang membuat perjanjian, maka akta tersebut dapat 
dibatalkan. Analisis putusan Mahkamah Agung bahwa Notaris tidak melakukan 
perbuatan membuat surat palsu, meskipun demikian notaris dapat dikenakan sanksi 
administratif sebagaimana Pasal 85 UUJN dan sanksi Kode Etik sebagaimana Pasal 9 
Kode Etik Notaris. 
 
Kata kunci : tanggung jawab notaris, akta otentik, ancaman dan pemalsuan 
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This study discusses the responsibilities regarding the notary deed because he 
made threats and forgery. This study includes normative juridical approach to the 
statute approach, conceptual approach and case approach. 
The results obtained from this study is that the threat can be used as 
consideration to assess the authenticity of deed made before a notary, certificates of 
authenticity can be degraded into an authentic deed under hand or becomes null and 
void and can be used a basis for suing for damages, but the deed is made because of 
the threat - falsehood, the deed still have the force of law as an authentic document 
having already qualified regarding the shape and nature of the deed. These 
amendments were made ineligible due to subjectively validity certificate numbers as 
Article 1320 ( 1 ) agreed that they were making an agreement, then the certificate can 
be canceled. Analysis of the Supreme Court's decision that the Notary does not do 
anything to make a fake letter, though a notary may be subject to administrative 




Keywords : notary responsibilities, authentic deed, and the threat of counterfeiting 
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1. Latar Belakang Masalah 
Usaha yaitu “kegiatan yang mengerahkan tenaga, pikiran atau badan untuk 
mencapai sesuatu tujuan, dalam hal ini untuk menghasilkan sesuatu keuntungan yang 
dapat didirikan dalam bentuk usaha perseorangan maupun badan hukum”.1 Usaha 
dalam bentuk badan hukum  antara lain diatur secara tersendiri dalam Undang-
Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disingkat 
UUPT).  
Berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU PT, Perseroan Terbatas diartikan sebagai 
badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, 
melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham 
dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta 
peraturan pelaksanaannya. Salah satu ciri perseroan sebagai badan hukum yang 
memiliki modal sendiri yang seluruhnya terbagi dalam bentuk saham. Hal ini berarti 
bahwa saham merupakan suatu bukti penyertaan modal perusahaan dengan 
menyerahkan modal usaha sebagaimana Pasal 31 ayat (1) UU PT. Meskipun 
demikian UU PT tidak memberikan pengertian mengenai saham perusahaan. Pada 
Pasal 31 UU PT menentukan: 
 
                                                 
1Purwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 1989,   h. 1136. 
1 
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(1) Modal dasar Perseroan terdiri atas seluruh nilai nominal saham. 
(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menutup kemungkinan  
peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal mengatur modal 
Perseroan terdiri atas saham tanpa nilai nominal. 
 Sebagai badan hukum PT dalam menjalankan usaha dilaksanakan oleh direksi 
sebagai salah satu organ perseroan, di antara organ lain yaitu Rapat Umum Pemegang 
Saham (RUPS) dan Dewan Komisaris. Direksi menurut Pasal 1 angka 5 UU PT 
adalah “Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas 
pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan 
tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan 
sesuai dengan ketentuan anggaran dasar”. Direksi sebagai organ PT diangkat oleh 
atau melalui RUPS berdasarkan ketentuan Pasal  94 ayat (1) UU PT, bahwa ”Anggota 
Direksi diangkat oleh RUPS”. 
Meskipun sebagai subyek hukum, badan hukum tidak dapat 
menyelenggarakan tugas sehari-hari, melainkan diwakili oleh pengurus badan hukum 
yang bersangkutan berbentuk direksi. Direksi menurut Pasal 1 angka 5 UU PT adalah 
organ perseroan yang bertanggung jawab atas pengurusan perseroan untuk 
kepentingan dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan baik di dalam maupun di 
luar pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar. Sebagai wakil dari 
perseroan, maka direksi mempunyai tugas melakukan pengurusan perseroan, sesuai 
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dengan Pasal 97 ayat (1) UU PT yang menentukan bahwa: “Direksi bertanggung 
jawab atas pengurusan Perseroan”. 
Direksi   dalam   menjalankan  tugas  selain  harus  sejalan  dengan  peraturan  
perundang-undangan, juga didasarkan atas anggaran dasar PT yang bersangkutan 
serta dalam menjalankan tugas dengan itikad baik untuk kepentingan PT. Hal ini 
berarti bahwa anggaran dasar harus secara tegas mengatur mengenai tugas dan 
wewenang dari direksi, menyimpang dari tugas dan wewenang anggaran dasar yang 
berakibat PT menderita kerugian, maka menjadi tanggung jawab direksi yang 
bersangkutan. Pembahasan mengenai tanggung jawab direksi berkaitan dengan kasus 
direksi menjalankan tugas dan wewenangnya melakukan hubungan dengan pihak 
ketiga seharusnya dengan persetujuan Dewan Komisaris selaku pengawas, namun 
tidak dilaksanakan sehingga PT dirugikan. Direksi dalam menjalankan tugas jika 
menyimpang dari anggaran dasar, maka dapat dimintakan pertanggungjawaban atas 
dasar doktrin  ultra vires atau konsep piercing the corporate veil, yaitu keadaan 
terpisah antara perseroan dengan pemegang sahamnya tidak ada, maka sudah 
selayaknya jika sifat pertanggungjawaban terbatas dari pemegang saham juga 
dihapuskan.2 Direksi dalam menjalankan kepengurusan dengan itikad baik untuk 
kepentingan perseroan sehingga harus menjalankan prinsip kepercayaan (fiduciary 
duty) yang secara umum terbagi menjadi dua yaitu: 1) direksi adalah trustee bagi 
                                                 
2Gunawan Widjaja, Risiko Hukum Sebagai Direksi, Dewan Komisaris dan Pemilik 
Perseroan Terbatas, Forum Sahabat, Jakarta, 2006, hlm. 25.  
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perseroan, dan 2) direksi adalah agen perseroan dalam mencapai tujuan,3 namun pada 
perkembangan berikutnya tidak terdapat suatu penjelasan dalam arti abstrak dalam 
menjabarkan mengenai fiduciary duty. Perihal fiduciary duty di dalam UU PT tidak 
disebut secara tegas, yang berarti bahwa kemungkinan terjadi suatu tumpang tindih 
terhadap apa yang dilakukan oleh direksi, di satu sisi direksi dalam menjalankan 
pengurusan menyimpang dari anggaran dasar atau ultra vires,  di sisi yang lain bisa 
dikatakan telah melanggar konsep piercing the corporate veil maupun menjalankan 
kepengurusannya tidak mencerminkan asas kepercayaan sebagai pengurus 
menjalankan tugas kepengurusan dengan itikad baik untuk kepentingan perseroan 
atau melanggar kepercayaan yang dibebankan kepada direksi atau fiduciary duty . 
Pada uraian sebelumnya telah disebutkan bahwa modal PT terbagi dalam 
saham yang mewujudkan kemandirian perseroan, maksudnya bahwa PT sebagai 
badan hukum mempunyai harta kekayaan  sendiri terlepas dari harta kekayaan para 
pesero pemegang saham. Saham sebagai modal perusahaan dapat dialihkan kepada 
pihak lain. Peralihan saham dalam bentuk akta yang dibuat di hadapan Notaris 
ternyata menimbulkan permasalahan, karena pihak yang mengalihkan saham tersebut 
merasa bahwa pengalihan  saham tidak sah, disebabkan karena dilakukan secara 
paksa yang berakhir laporan dalam kasus pidana dengan pihak penerima pengalihan 
dan notaris yang membuat akta dilaporkan dalam kasus pidana sebagaimana kasus di 
bawah ini:4 
                                                 
3Ibid., hlm. 45. 
4 www.direktoriputusanmahkamahagung.com. 
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Hie Rudiyanto yang dalam kasus ini berkedudukan selaku penerima 
pengalihan saham, sekitar bulan Agustus 1996 memberi tahu kepada Josef Sunar 
Wibisono (notaris) agar disiapkan dua akta jual beli saham. Pada tanggal 7 September 
1996, pemilik saham (Hendry P. Wirasasmita sekitar jam 08.30 Wita menghadap ke 
Kantor Korem Wirasatya, di Jalan PB Sudirman Denpasar, atas undangan dari 
Komandan, setelah sampai di Kantor pemilik saham hanya bertemu dengan Yuskaf 
(Kasi Intel Korem Wirasatya), dan tidak dipertemukan dengan Komandan Korem, 
setelah pemilik saham berada di Kantor, baru diketahui setelah mendapat penjelasan 
dari saksi Yuskaf bahwa undangan tersebut dimaksudkan supaya pemilik saham 
bersedia menjual seluruh sahamnya yang ada di PT. Trisetya Bali Sakti Developmen 
kepada penerima pengalihan saham. Pemilik saham menolak peralihan saham 
miliknya tersebut kepada penerima pengalihkan saham, karena menolak menjual 
saham pemilik saham tidak diperbolehkan pulang dan harus menunggu di Kantor 
Korem Wirasatya serta tidak diijinkan makan dan minum, kemudian setelah lama 
menunggu kurang lebih 10 (sepuluh) jam, sehingga tidak tahan terhadap keadaan 
yang dialami serta penyakit maagnya kambuh, dengan terpaksa pemilik saham 
mengikuti kehendak penerima pengalihan saham yang disampaikan melalui saksi 
Yuskaf untuk menjual saham miliknya tersebut. 
Penerima peralihan saham dengan menggunakan kewenangan institusi Korem 
Wirasatya, kemudian pada malam harinya sekitar jam 19.00 Wita pemilik saham 
dikawal kerumah Notaris oleh anggota Korem yaitu saksi Yuskaf, penerima peralihan 
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saham, sedangkan penerima peralihan saham menuju rumah Notaris dengan 
kendaraan lain, sebelum menuju rumah Notaris terlebih dahulu pemilik saham diantar 
ke Kantornya tempat bekerja guna mengambil dokumen-dokumen yang berkaitan 
dengan  pemilikan  saham  atas  nama saksinya   setelah  itu baru berangkat menuju  
rumah Notaris untuk menandatangani jual beli saham tersebut. 
Di dalam perjalanan dari Kantor Korem menuju rumah notaris, pemilik saham 
membawa/mengendarai mobil sendiri, di dalam mobil ikut saksi Yuskaf selaku 
pengawal yang duduk di sebelahnya dari belakang diikuti oleh dua orang anggota 
Korem mengendarai sepeda motor, setelah mengambil dokumen yang diperlukan 
langsung menuju rumah notaris sementara penerima pengambialihan saham telah 
mendahului sampai di rumah notaris. 
Ketika saksi Hendri P. Wirasasmita sampai dirumah Notaris Josef Sunar 
Wibisono, SH di Jalan Tukad Ayung No.35 Renon Denpasar, telah menunggu 
Notaris Josef Sunar Wibisono, SH kemudian Hie Rudiyanto masuk terlebih dahulu ke 
dalam rumah Notaris Josef Sunar Wibisono, SH, sedangkan saksi korban Hendry P. 
Wirasasmita masih berada di luar dan belum diperbolehkan masuk, setelah beberapa 
lama menunggu lalu saksi Hendry P. Wirasasmita dipersilahkan masuk ke dalam 
ruangan di rumah Notaris Josef Sunar Wibisono, SH. 
Setelah berada didalam ruangan tersebut Notaris yang mengambil inisiatif 
memulai pembicaraan yang intinya menjelaskan kepada pemilik saham bahwa akan 
dibuatkan akta jual beli saham dan pemilik saham telah melihat di atas meja 2 (dua) 
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buah akta yang pemilik saham tidak mengetahui isinya. Notaris setelah menjelaskan 
maksud dibuatkannya akta jual beli saham, pemilik saham telah menjelaskan bahwa 
dirinya tidak berniat menjual saham, namun Notaris mengabaikan penjelasan 
tersebut, oleh karena itu pemilik saham meminta Notaris untuk dibuatkan kontra akta 
yang isinya menerangkan bahwa jual beli saham yang aktanya akan ditanda tangani 
oleh pemilik saham tidak pernah ada, namun Notaris tidak bersedia membuatkan 
kontra akta dan sebagai gantinya Notaris mengatakan akan membuatkan surat 
keterangan yang isinya menerangkan bahwa jual beli saham tidak benar terjadi, 
dengan adanya penjelasan Notaris pemilik saham bersedia menandatangani akta yang 
telah disiapkan yaitu Akta No.42 tanggal 7 September 1996 dan No.166 tanggal 20 
Agustus 1996. Kemudian Notaris menyodorkan 2 (dua) buah akta yang telah 
disiapkan yaitu Akta No.42 tanggal 7 September 1996 dan No. 166 tanggal 20 
Agustus 1996 namun pemilik saham tidak mengetahui isinya karena tidak dibacakan 
dan tidak diberikan kesempatan untuk membaca kedua akta tersebut, setelah kedua 
akta tersebut ditandatanganinya, dan kemudian dipaksa penerima peralihan saham 
untuk menerima pembayaran atas 90 lembar saham seharga Rp.90.000.000,- (dengan 
harga 1 juta rupiah per lembar) tapi pemilik saham tidak mau menerima uang 
tersebut, karena memang tidak berniat untuk menjual saham tersebut. Pada saat 
penandatanganan kedua akta tersebut pemilik saham tidak diberikan salinan dari 
kedua akta tersebut, akan tetapi beberapa hari setelah penandatanganan kedua akta 
tersebut, barulah diberikan salinan dari kedua akta tersebut, sehingga baru 
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mengetahui isi dari kedua akta tersebut satu di antaranya Akta No. 42 tanggal 7 
September 1996 yang isinya tentang jual beli 45% saham PT. Tri Setya Bali Sakti 
antar pemilik saham selaku penjual dengan penerima saham sebagai pembeli dengan 
harga Rp.90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah). 
 
2. Rumusan Masalah 
Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, maka yang dipermasalahkan 
dalam tasis ini adalah: 
a. Apakah ancaman dapat digunakan sebagai pertimbangan untuk menilai 
otentitas akta yang dibuat di hadapan notaris ? 
b. Analisis kasus perkara Nomor 688 K/Pid/2006  
 
3. Tujuan dan Manfaat Penelitian 
3.1. Tujuan Penelitian 
a. Untuk mengetahui, memahami dan menganalisis apakah ancaman dapat 
digunakan sebagai pertimbangan untuk menilai otentitas akta yang dibuat di 
hadapan notaris. 
b. Untuk mengetahui dan menganalisis kasus perkara Nomor 688 K/Pid/2006. 
 
3.2. Manfaat Penelitian  
a. Manfaat teoritis, menambah khasanah pengetahuan hukum khususnya 
kekuatan pembuktian sebagai akta otentik dan mengenai tanggung jawab 
notaris yang aktanya dimohonkan pembatalan kepada pengadilan. 
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b. Manfaat praktis, memberikan kontribusi kepada pihak-pihak bersengketa dan 
sumbangan pemikiran kepada institusi yang mempunyai kewenangan 
menyelesaikan sengketa berkaitan dengan akta notaris. 
 
4. Metode Penelitian 
a. Pendekatan Masalah 
Pendekatan yang digunakan di dalam penelitian hukum adalah pendekatan 
undang-undang (statute approach), dan pendekatan konseptual (conceptual 
approach) serta pendekatan kasus (case approach).5 Statute approach yaitu 
pendekatan yang dilakukan dengan mengidentifikasi serta membahas peraturan 
perundang-undangan yang berlaku berkaitan dengan tanggung jawab direksi. 
Sedangkan pendekatan secara conseptual approach yaitu suatu pendekatan dengan 
cara membahas pendapat para sarjana sebagai landasan pendukung pembahasan 
materi tesis yaitu tanggung jawab direksi. Case approach atau pendekatan kasus 
dengan mengkaji serta menganalisis kasus yang telah memperolehb putusan yang 
berkekuatan hukum tetap. 
b. Bahan Hukum 
 Sumber-sumber penelitian hukum dapat dibedakan menjadi sumber-sumber 
penelitian yang berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan 
hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah 
                                                 
5Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2006, 
hlm. 93. 
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dalam pembuatan perundang-undangan. Sedangkan bahan sekunder berupa semua 
publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi 
tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum,  
dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.6 
c. Langkah Penelitian                     
 Dalam melakukan penelitian hukum, dilakukan langkah-langkah (1) 
mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak relevan untuk 
menetapkan isu hukum yang hendak dibahas; (2) pengumpulan bahan hukum (3) 
melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan yang telah 
dikumpulkan; (4) menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu 
hukum; dan (5) memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun 
di dalam kesimpulan. Langkah-langkah ini sesuai dengan karaktar ilmu hukum 
sebagai ilmu yang bersifat preskriptif dan terapan.7  
 
5. Pertanggungjawaban Sistematika  
Sistematika tesis ini pertama-tama diawali dengan Pendahuluan pada Bab I. 
Pada bab ini berisi gambaran secara umum tentang materi yang dibahas, yaitu 
tanggung jawab direksi yang dalam menjalankan tugas menyimpang dari anggaran 
dasar Sub babnya terdiri atas Latar Belakang dan Rumusan Masalah, tujuan dan 
manfaat penelitian, metode penelitian dan pertanggungjawaban sistematika. 
                                                 
6Ibid., hlm. 141. 
7Ibid., hlm. 171.  
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Kemudian Bab II disusun untuk menjawab permasalahan pertama yaitu    
ancaman digunakan sebagai pertimbangan untuk menilai otentitas akta yang dibuat di 
hadapan notaris. Bab ini dibahas untuk menjawab permasalahan pertama berkaitan 
dengan permohonan pembatalan atas akta yang dibuat di hadapan notaris disertai 
ancaman digunakan sebagai pertimbangan untuk menilai otentitas akta yang dibuat di 
hadapan notaris. 
Selanjutnya Bab III disusun untuk menjawab permasalahan analisis kasus 
perkara Nomor 688 K/Pid/2006. Pada kasus tersebut di atas menarik untuk dianalisis 
mengingat aktanya sama-sama dibuat oleh notaris, namun dalam penyelesaian 
putusannya berbeda, sehingga perlu dibahas untuk menjawab permasalahan analisis 
kasus perkara Nomor 688 K/Pid/2006. 
Bab IV sebagai bab terakhir berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan dalam 
bab ini merupakan sintesa uraian-uraian dari bab-bab terdahulu. sedangkan saran 
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ANCAMAN DAPAT DIGUNAKAN SEBAGAI PERTIMBANGAN UNTUK 
MENILAI OTENTITAS AKTA YANG DIBUAT DI HADAPAN NOTARIS 
 
1. Wewenang Notaris Membuat Akta Otentik 
Notaris merupakan jabatan tertentu yang menjalankan profesi dalam 
pelayanan hukum kepada masyarakat.8 Notaris adalah Pejabat Umum yang diangkat 
oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang diberikan 
kewenangan secara atributif berdasarkan Undang-Undang dan bekerja untuk 
kepentingan masyarakat, bangsa dan negara. Profesi Notaris membutuhkan payung 
hukum untuk melaksanakan fungsi dan perannya dengan benar. Peraturan perundang-
undangan yang dijadikan acuan dalam menjalankan profesi Notaris adalah Undang-
Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4432, untuk selanjutnya disingkat UUJN). 
Ditegaskan dalam penjelasan Umum UUJN bahwa Undang-Undang Jabatan 
Notaris merupakan pembaharuan dan pengaturan kembali secara menyeluruh dalam 
satu Undang-Undang yang mengatur tentang Jabatan Notaris sehingga tercipta suatu 
unifikasi hukum. UUJN yang merupakan satu-satunya undang-undang yang mengatur 
jabatan Notaris di Indonesia dalam menjalankan fungsi dan peran Notaris sebagai  
                                                 
 
8 Habib Adjie 1, Hukum Notaris Indonesia, Refika Aditama, Surabaya, 2007, hlm. 7. 
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Notaris menurut Pasal 1 angka 1 UUJN adalah pejabat umum yang 
berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana 
dimaksud dalam Undang-Undang ini. Pejabat umum yang mempunyai wewenang 
membuat akta yang dimaksud adalah sebagaimana Pasal 15 ayat (1) UUJN bahwa 
notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan 
ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang 
dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, 
menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, 
salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga 
ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh 
undang-undang. 
Komar Andasasmita9 menjelaskan definisi notaris dengan unsur sebagai 
berikut: 
a. Notaris itu adalah pejabat umum; 
b. Yang satu-satunya berwenang untuk membuat akta otentik; 
c. Mengenai semua perbuatan, perjanjian dan ketetapan yang diharuskan oleh 
sesuatu peraturan umum atau dikehendaki oleh  yang berkepentingan agar 
dinyatakan dalam suatu akta otentik; 
d. Menjamin kepastian tanggalnya; 
                                                 
 
9Komar Andasasmita, Notaris 1, Sumur Bandung, Jakarta, 1981, hlm. 45 
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e. Memberikan grosse, salinan dan kutipannya; 
f. Kesemuanya itu jika (sebegitu jauh) pembuatan akta-akta itu oleh peraturan 
umum tidak pula ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat umum lainnya. 
Notaris adalah pejabat umum merupakan  terjemahan dari istilah openbare 
amtbtenaren. Salah satu dari ambtenaren adalah pejabat. Dengan demikian openbare 
ambtenaren adalah pejabat yang mempunyai tugas yang bertalian dengan 
kepentingan publik, sehingga tepat jika openbare ambtenaren diartikan sebagai 
pejabat publik. Pejabat umum diartikan sebagai pejabat yang diserahi tugas untuk 
membuat akta otentik yang melayani kepentingan publik, dan dikualifikasi seperti itu 
diberikan kepada notaris.10 Meskipun notaris sebagai pejabat umum atau publik, “ia 
bukan pegawai menurut undang-undang/peraturan-peraturan kepegawaian negeri, ia 
tidak menerima gaji, tetapi menerima honorarium dari cliennya berdasarkan 
peraturan.”11 
Notaris satu-satunya yang berwenang membuat akta otentik. Penggunaan 
perkataan satu-satunya (uitsluitend) dimaksudkan untuk memberikan penegasan, 
bahwa notaris adalah satu-satunya yang mempunyai wewenang umum itu, tidak turut 
para pejabat lainnya. Semua pejabat lainnya hanya mempunyai wewenang tertentu 
artinya wewenangnya tidak meliputi lebih dari pada pembuatan akta otentik yang 
secara tegas ditugaskan kepadanya oleh undang-undang.12 Notaris merupakan pejabat 
                                                 
10 Habib Adjie 2, Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris sebagai Pejabat 
Publik, Refika Aditama, Bandung, 2009, hlm. 27. 
11 Lumban Tobing, Peraturan Jabatan Notaris, Erlangga, Jakarta, 1980,  hlm. 73. 
12Ibid.  
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umum yang mempunyai wewenang membuat akta, sedangkan pejabat lain diberi 
wewenang oleh undang-undang sifatnya khusus yakni sebatas yang ditetapkan dalam 
Undang-Undang tersebut. 
Mengenai semua perbuatan, perjanjian dan ketetapan yang diharuskan oleh 
sesuatu peraturan umum atau dikehendaki oleh  yang berkepentingan agar dinyatakan 
dalam suatu akta otentik. Wewenang umum notaris tersebut meliputi perbuatan, 
perjanjian dan ketetapan atau yang dikehendaki oleh pihak yang berkepentingan atau 
penghadapnya. Wewenangnya terbatas pada pembuatan akta-akta di bidang hukum 
keperdataan. Pembatalan lainnya dari wewenang notaris dinyatakan dengan 
perkataan-perkataan “mengenai semua perbuatan, perjanjian dan ketetapan”.13 
Peralihan saham perseroan termasuk perbuatan dalam lingkup perjanjian pengalihan 
didasarkan atas jual beli, sehingga notaris mempunyai wewenang untuk akta 
peralihan saham. 
Perihal akta otentik di dalam Hukum Perdata diatur pada buku IV Burgerlijk 
Wetboek (B.W.) tentang pembuktian dan daluwarsa. Menurut Pasal 1868 B.W., “Akta 
otentik ialah suatu akta yang di dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang 
dibuat oleh atau di hadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di 
tempat di mana akta dibuatnya”.  
Akta otentik yaitu akta yang dibuat oleh atau di hadapan pegawai-pegawai 
umum yang berkuasa. Pada Pasal 1868 B.W. tersebut tidak dijelaskan lebih lanjut 
siapa yang dimaksud dengan pegawai-pegawai umum yang berkuasa.  
                                                 
13Ibid., hlm.  34 
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Hal ini sesuai dengan yang dikemukakan oleh Lumban Tobing, bahwa Pasal 
1868 B.W., hanya menerangkan apa yang dinamakan akta otentik, akan tetapi tidak 
menjelaskan siapa yang dimaksud pejabat umum itu, juga tidak menjelaskan tempat 
di mana ia berwenang sedemikian sampai di mana batas-batas wewenangnya dan 
bagaimana bentuk menurut hukum yang dimaksud, sehingga pembuat undang-
undang masih harus membuat peraturan perundang-undangan untuk mengatur hal-hal 
tersebut.14 Hal ini berarti bahwa jika pejabat umum yang dimaksud adalah Notaris, 
maka eksistensi dari UUJN merupakan peraturan pelaksana dari ketentuan Pasal 1868 
B.W. 
Dengan demikian akta otentik itu ada 2 macam yaitu:  
(1) akta yang dibuat oleh pejabat yang sering disebut dengan akta pejabat 
(ambtelijk akta); dan  
(2) akta otentik yang dibuat di hadapan pejabat yang sering disebut dengan akta 
partai (partij akta). 
Akta yang dibuat oleh pejabat atau relaas akta yaitu suatu akta yang dibuat 
oleh pejabat, yang berisi keterangan yang dikehendaki oleh para pihak yang membuat 
atau menyuruh membuat akta tersebut. Kebenaran dari isi relaas akta tidak dapat 
diganggu gugat, kecuali dengan menuduh bahwa akta itu adalah palsu, sedang 
kebenaran isi akta para pihak dapat digugat tanpa menuduh kepalsuan akta tersebut. 
Untuk membuat akta partai (partij akta) pejabat tidak pernah memulai inisiatif, 
                                                 
14 Lumban Tobing,  Op. Cit., hlm. 40.  
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sedangkan untuk membuat akta pejabat (ambtelijk akta) justru pejabatlah yang 
bertindak aktif yaitu dengan inisiatif sendiri membuat akta tersebut.15 
 Akta otentik jika dalam pelaksanaan pemenuhan prestasinya debitur ingkar 
janji, maka pemenuhan prestasinya harus ditempuh oleh kreditur melalui mengajukan 
gugatan perdata pada Pengadilan Negeri. Namun tidaklah demikian dengan grosse 
akta, di mana dengan adanya irah-irah “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang 
Maha Esa”, yang mempunyai kekuatan hukum sama dengan putusan pengadilan yang 
telah memperoleh kepastian, sehingga pelaksanaannya tidak perlu dilakukan melalui 
meng-ajukan gugatan, melainkan dapat digunakan untuk melakukan eksekusi. 
Unsur dan syarat-syarat atau ciri-ciri yang harus dipenuhi, agar lahir, tercipta 
atau mewujud adanya suatu akta otentik adalah: 
a. bentuk akta otentik itu harus ditentukan oleh undang-undang, artinya jika 
bentuknya tidak ditentukan oleh undang-undang, maka salah satu unsur akta 
otentik itu tidak terpenuhi, dan jika tidak dipenuhi unsur daripadanya, maka 
tidak akan pernah ada yang disebut dengan akta otentik; 
b. dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum. Adapun yang dimaksud dengan 
pejabat umum adalah organ negara, yang dilengkapi dengan kekuasaan 
umum, berwenang menjalankan sebagian dari kekuasaan negara untuk 
membuat alat bukti tertulis dan otentik dalam bidang Hukum Perdata; 
                                                 
15 Riduan Syahrani, Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Umum, Pustaka 
Kartini, Jakarta, 1998, hlm. 61. 
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b) pembuatan akta itu harus dalam wilayah kewenangan dari pejabat umum yang 
membuat akta itu, artinya tidak boleh dibuat oleh pejabat yang tidak 
mempunyai kewenangan untuk itu dan ditempat itu.16 
Pembuktian dalam hukum acara mempunyai arti yuridis berarti hanya berlaku 
bagi pihak-pihak yang berperkara atau yang memperoleh hak dari mereka17 dan 
tujuan dari pembuktian ini adalah untuk memberi kepastian kepada Hakim tentang 
adanya suatu peristiwa-peristiwa tertentu,18 maka pembuktian harus dilakukan oleh 
para pihak dan siapa yang harus membuktikan atau yang disebut juga sebagai beban 
pembuktian berdasarkan Pasal 163 HIR ditentukan bahwa barang siapa yang 
menyatakan ia mempunyai hak atau ia menyebutkan sesuatu perbuatan untuk 
menguatkan haknya itu atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus 
membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu. Ini berarti dapat ditarik 
kesimpulan bahwa siapa yang mendalilkan sesuatu maka ia yang harus membuktikan. 
Menurut system dari HIR hakim hanya dapat mendasarkan putusannya atas alat-alat 
bukti yang sudah ditentukan oleh Undang-Undang. Menurut Pasal 164 HIR alat-alat 
bukti terdiri dari : 
1. Bukti tulisan;  
2. Bukti dengan saksi;  
                                                 
16Wawan Setiawan, Komentar dan Tantangan terhadap Kedudukan dan Keberadaan 
Notaris/PPAT menurut dan di dalam Sistem Hukum Indonesia, MEDIA NOTARIAT, Majalah 
Triwulan, Ikatan Notaris Indonesia, No. 12-13 Tahun IV, Oktober, 1989. hal. 76. 
17Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata di Indonesia, Liberty, Yogyakarta, 1979, 
hlm. 108. 
18Lumban Tobing, Op. cit., hlm. 52.  
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3. Persangkaan;  
4. Pengakuan;  
5. Sumpah.  
Untuk dapat membuktikan adanya suatu perbuatan hukum, maka diperlukan 
alat bukti yang mempunyai kekuatan pembuktian. Dalam hal ini agar akta sebagai 
alat bukti tulisan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, maka akta 
tersebut harus memenuhi syarat otentisitas yang ditentukan oleh undang-undang, 
salah satunya harus dibuat oleh atau dihadapan pejabat yang berwenang.  Dalam hal 
harus dibuat oleh atau dihadapan pejabat yang berwenang inilah profesi Notaris 
memegang peranan yang sangat penting dalam rangka pemenuhan syarat otentisitas 
suatu surat atau akta agar mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna karena 
berdasarkan Pasal 1 UUJN Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk 
membuat akta otentik.  Akta otentik merupakan alat bukti yang sempurna, 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1870 B.W. Akta otentik memberikan diantara 
para pihak termasuk para ahli warisnya atau orang yang mendapat hak dari para pihak 
itu suatu bukti yang sempurna tentang apa yang diperbuat/dinyatakan di dalam akta 
ini.   Kekuatan pembuktian sempurna yang terdapat dalam suatu akta otentik 
merupakan perpaduan dari beberapa kekuatan pembuktian dan persyaratan yang 
terdapat padanya. Ketiadaan salah satu kekuatan pembuktian ataupun persyaratan 
tersebut akan mengakibatkan suatu akta otentik tidak mempunyai nilai kekuatan 
pembuktian yang sempurna (volledig) dan mengikat (bindende) sehingga akta akan 
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kehilangan keotentikannya dan tidak lagi menjadi akta otentik. Dalam suatu akta 
otentik harus memenuhi kekuatan pembuktian lahir, formil dan materil.19 
Kekuatan pembuktian lahiriah, maksudnya dengan kekuatan pembuktian lahir 
berarti kekuatan pembuktian yang didasarkan atas keaadaan lahir akta itu sendiri, dan 
sebagai asas berlaku acta publica probant sese ipsa yang berarti suatu akta yang 
lahirnya tampak sebagai akta otentik serta memenuhi syarat-syarat yang telah 
ditentukan maka akta itu  berlaku atau dapat dianggap sebagai akta otentik sampai 
terbukti sebaliknya.20 Berarti suatu akta otentik mempunyai kemampuan untuk 
membuktikan dirinya sendiri sebagai akta otentik. Kekuatan pembuktian lahiriah 
(uitwendige bewijsracht), maksudnya kemampuan pembuktian dari akta itu sendiri 
sebagai akta otentik. Kemampuan akta untuk membuktikan dirinya sebagai akta 
otentik ini tidak dimiliki oleh akta yang dibuat di bawah tangan. Akta otentik 
membuktikan sendiri keabsahannya atau yang lazim disebut ”acta publica probant 
sese ipsa”, apabila suatu akta kelihatannya sebagai akta otentik, artinya menandakan 
dirinya dari luar, dari kata-katanya sebagai  yang berasal dari seorang pejabat umum, 
maka akta itu terhadap setiap orang dianggap sebagai akta otentik, sampai dapat 
dibuktikan bahwa akta itu adalah tidak otentik. Pembuktian lahiriah merupakan 
pembuktian lengkap, dengan tidak mengurangi pembuktian sebaliknya, maka akta 
partij dan akta pejabat dalam hal ini adalah sama. Sesuatu akta yang dari luar 
kelihatannya sebagai akta otentik, berlaku sebagai akta otentik terhadap setiap orang, 
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tanda tangan pejabat yang bersangkutan (notaris) diterima sebagai sah. Pembuktian 
sebaliknya maksudnya pembuktian bahwa tandatangan itu tidak sah, hanya dapat 
diadakan melalui valsheidsprocedure.  
Kekuatan Pembuktian Formil, artinya dari akta otentik itu dibuktikan bahwa 
apa yang dinyatakan dan dicantumkan dalam akta itu adalah benar merupakan uraian 
kehendak pihak-pihak. Akta otentik menjamin kebenaran tanggal, tanda tangan, 
komparan, dan tempat akta dibuat. Dalam arti formil pula akta notaris membuktikan 
kebenaran dari apa yang disaksikan yaitu yang dilihat, didengar dan dialami sendiri 
oleh notaris sebagai Pejabat Umum dalam menjalankan jabatannya. Akta dibawah 
tangan tidak mempunyai kekuatan pembuktian formil, terkecuali bila si penanda 
tangan dari surat/ akta itu mengakui kebenaran tanda tangannya. Kekuatan 
pembuktian formal (formele bewijskracht), maksudnya bahwa pejabat yang 
bersangkutan telah menyatakan dalam tulisan itu, sebagaimana yang tercantum dalam 
akta itu dan selain dari itu kebenaran dari apa yang diuraikan  oleh pejabat dalam akta 
itu sebagai yang dilakukan dan disaksikan di dalam menjalankan jabatannya itu. 
Dalam arti formal sepanjang mengenai akta pejabat (ambtelijke akta), akta itu 
membuktikan kebenaran dari apa yang disaksikan yakni yang dilihat, didengar dan 
juga dilakukan sendiri oleh notaris sebagai pejabat umum di dalam menjalankan 
jabatannya. Akta dalam arti formal terjami n kebenaran/ kepastian tanggal dari akta 
itu, kebenaran tandatangan yang terdapat dalam akta itu, identitas dari orang-orang 
yang hadir (comparanten), demikian juga tempat di mana akta itu dibuat dan 
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sepanjang mengenai akta partij, bahwa para pihak ada menerangkan seperti yang 
diuraikan dalam akta itu, sedangkan kebenaran dari keterangan-keterangan itu sendiri 
hanya pasti antara pihak-pihak sendiri.   
Kekuatan Pembuktian Materiil, secara hukum (yuridis) suatu akta otentik 
memberi kepastian tentang peristiwa bahwa pejabat atau para pihak menyatakan dan 
melakukan apa yang dimuat dalam akta. Kemudian selain dari kekuatan pembuktian 
maka berdasarkan UUJN agar suatu akta notaris memiliki syarat otentisitas, maka 
pada saat pembuatan akta harus: 
a.  Para penghadap yang telah memenuhi syarat (Minimal berusia 18 tahun atau 
telah menikah dan cakap melakukan perbuatan hukum) menghadap Notaris di 
wilayah kerja notaris yang bersangkutan tersebut;  
b.  Para penghadap tersebut harus dikenal notaris atau diperkenalkan padanya 
oleh 2 (dua) orang saksi pengenal yang berumur paling sedikit 18 tahun atau 
telah menikah dan cakap melakukan perbuatan hukum atau diperkenalkan 
oleh 2 (dua) penghadap lainnya. 
c.    Para penghadap mengutarakan maksudnya;  
c) Notaris mengkonstatir maksud dari para penghadap dalam sebuah akta; 
d) Notaris membacakan susunan kata dalam bentuk akta kepada para penghadap 
dan dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi yang memenuhi persyaratan; 
e) Segera setelah akta dibacakan para penghadap, saksi dan notaris kemudian 
membubuhkan tandatangannya, yang berarti membenarkan apa yang termuat 
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dalam akta tersebut, dan penandatanganan tersebut harus dilakukan pada saat 
tersebut. 
 Akta harus dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, 
meskipun bentuk dari akta otentik tidak ditentukan secara tegas dalam undang-
undang. Pembuatan akta otentik diharuskan oleh peraturan perundang-undangan 
dalam rangka menciptakan kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum.  Akta 
Notaris adalah akta otentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris menurut bentuk 
dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-undang ini sebagaimana Pasal 1 angka 7 
UUJN. 
   Wewenang notaris membuat akta otentik, dsitinjau dari bentuk dan sifat akta 
otentik, bahwa akta notaris mempunyai kekuatan sebagai pembuktian yang otentik 
apabila di dalamnya terkandung bentuk-bentuk sebagaimana Pasal 38 UUJN, yakni:   
Setiap akta Notaris terdiri atas: 
a. awal akta atau kepala akta; 
b. badan akta; dan 
c. akhir atau penutup akta. 
Awal akta atau kepala akta memuat: 
a. judul akta; 
b. nomor akta; 
c. jam, hari, tanggal, bulan, dan tahun; dan 
d. nama lengkap dan tempat kedudukan Notaris. 
Badan akta memuat: 
a. nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, kewarganegaraan, pekerjaan, jabatan, 
kedudukan, tempat tinggal para penghadap dan/atau orang yang mereka 
wakili; 
b. keterangan mengenai kedudukan bertindak penghadap; 
c. isi akta yang merupakan kehendak dan keinginan dari pihak yang 
berkepentingan; dan 
d. nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, serta pekerjaan, jabatan, kedudukan, 
dan tempat tinggal dari tiap-tiap saksi pengenal. 
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Akhir atau penutup akta memuat: 
a. uraian tentang pembacaan akta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat 
(1) huruf I atau Pasal 16 ayat (7); 
b. uraian tentang penandatanganan dan tempat penandatanganan atau 
penerjemahan akta apabila ada; 
c. nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, jabatan, kedudukan, dan 
tempat tinggal dari tiap-tiap saksi akta; dan 
d. uraian tentang tidak adanya perubahan yang terjadi dalam pembuatan akta 
atau uraian tentang adanya perubahan yang dapat berupa penambahan, 
pencoretan, atau penggantian. 
 
Tan Thong Kie mengemukakan bahwa akta tersebut dalam bentuk menurut 
undang-undang. Akta yang dibentuk menurut undang-undang mengandung unsur-
unsur akta otentik di dalamnya terkandung isi kepala akta dan akhir akta. Bagian akta 
yang diberi nama “Kepala Akta” adalah bagian dari permulaan sampai komparisi, dan 
“Akhir Akta” adalah  bagian yang mulai dari akhir isi akta sampai tandatangan.21 
Pada awal akta atau kepala akta memuat : 
a. judul akta; 
b. nomor akta; 
c. jam, hari, tanggal, bulan, dan tahun; dan 
d. nama lengkap dan tempat kedudukan Notaris 
Judul akta misalnya akta jual beli, Berita Acara Rapat dan lain-lain yang oleh 
undang-undang diharuskan dibuat dalam suatu akta. Judul akta menggambarkan isi 
dari akta yang bersangkutan, dan judul akta sesuai dengan isi dan jenis akta.  
Nomor akta. Nomor akta yang ada pada kepala akta ini untuk mengetahui 
berapa jumlah akta notaris yang dibuat dalam satu bulan yang bersangkutan, sehingga 
                                                 
21Tan Thong Kie, Studi Notaris Serba Serbi Praktek Notaris, Buku II, Ichtiar Baru, Jakarta, 
2007, hlm. 269. 
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nomor akta harus dibuat secara berurutan sesuai dengan waktu/saat dibuatnya akta. 
Nomor akta tersebut merupakan salah satu data yang harus ditulis dalam daftar buku 
akta atau repertorium.  
Jam, hari, tanggal, bulan dan tahun. Jam, hari, tanggal, bulan dan tahun harus 
ditulis pada saat dilakukan pembacaan dan penandatanganan akta. Ini mutlak harus 
dilaksanakan sebab jika dapat dibuktikan pembacaan dan penandatanganan akta tidak 
dilakukan pada jam, hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana ditulis pada awal 
akta, maka dapat dipastikan terjadi data palsu pada akta tersebut, karena tidak sesuai 
dengan fakta. Jika hal ini terjadi, maka menjadi tanggung jawab penuh notaris, 
mengingat awal akta merupakan ”pernyataan” notaris. 
 Nama lengkap dan kedudukan notaris. Tempat kedudukan notaris belum 
tentu/tidak selalu tempat notaris membuat akta. Hal ini ada kaitannya dengan 
ketentuan Pasal 18 UUJN, bahwa Notaris mempunyai tempat kedudukan di daerah 
kabupaten atau kota. Namun, notaris mempunyai wilayah jabatan meliputi seluruh 
wilayah provinsi dari tempat kedudukannya. Menurut ketentuan Pasal 17 UUJN, 
notaris hanya boleh berkedudukan di satu tempat di kota/kabupaten, dan memiliki 
kewenangan wilayah jabatan seluruh wilayah provinsi dari tempat kedudukannya. 
Notaris hanya memiliki 1 kantor, tidak boleh membuka cabang atau perwakilan dan 
tidak berwenang secara teratur menjalankan jabatan dari luar tempat kedudukannya, 
yang artinya seluruh pembuatan akta harus sebisa mungkin dilaksanakan di kantor 
notaris kecuali pembuatan akta-akta tertentu. 
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Badan akta memuat: 
a.  nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, kewarganegaraan, pekerjaan, 
jabatan, kedudukan, tempat tinggal para penghadap dan/atau orang yang  
     mereka wakili; 
b.  keterangan mengenai kedudukan bertindak penghadap; 
c.  isi akta yang merupakan kehendak dan keinginan dari pihak yang 
berkepentingan; dan 
d.  nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, serta pekerjaan, jabatan, kedudukan, 
dan tempat tinggal dari tiap-tiap saksi pengenal (kalau ada). 
Perihal badan akta tersebut jika ternyata isinya tidak sesuai dengan fakta yang 
sebenarnya, maka menjadi tanggung jawab penuh penghadap, mengingat badan akta 
merupakan keterangan dan keinginan para pihak atau penghadap. 
 
2. Kewajiban Notaris 
Kewajiban seorang Notaris juga diatur dalam ketentuan Pasal 16 ayat (1) 
huruf a UUJN di antaranya bertindak jujur, seksama, mandiri, tidak berpihak, dan 
menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum. Ketentuan Pasal 16 
ayat (1) huruf a UUJN ini ada kaitannya dengan notaris dalam menjalankan 
jabatannya dengan amanah atau amanat, maksudnya kepercayaan yang diberikan 
terkait dengan jabatan tersebut. Jujur adalah kesesuaian antara berita yang 
disampaikan dan fakta, antara fenomena dan yang diberitakan, serta antara bentuk 
dan substansi. Seksama maksudnya teliti, cermat, yang berarti notaris dalam 
ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga





menjalankan wewenangnya membuat akta otentik harus teliti dan cermat. Mandiri 
maksudnya berdiri sendiri tanpa bantuan pihak lain. Tidak berpihak maksudnya tidak 
memihak atau tidak mengikuti salah satu pihak, yaitu tidak berpihak kepada salah 
satu penghadap notaris. Menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan 
hukum maksudnya memperhatikan kepentingan pihak-pihak penghadap dalam 
pembuatan akta sebagai suatu perbuatan hukum.  
Sebagai notaris wajib menjaga sikap, tingkah laku, wajib pula menjaga dan 
menjalankan kewajiban sesuai dengan kode etik profesi, kehormatan, martabat, dan 
tanggung jawab sebagai Notaris. Jadi, selain mentaati ketentuan UUJN dalam rangka 
melaksanakan tugas jabatan, juga menjaga tingkah laku sesuai dengan kode etik yang 
berlaku.  Jadi notaris tidak hanya patuh pada UUJN tetapi juga patuh kepada  Kode 
Etik Notaris. 
Selain itu notaris mempunyai kewajiban di antaranya membacakan akta di 
hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikti 2 (dua) orang saksi dan 
ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi dan Notaris. Notaris 
membuat akta peralihan saham atas permintaan pembeli dan  notaris mengetahui 
bahwa penjual tidak mempunyai keinginan menjualnya, nampak dari permintaan 
penjual untuk dimintakan akta pembatalan namun notaris menolaknya. Pada kondisi 
yang demikian dapat dikatakan notaris dapat dikatakan tidak jujur dan berpihak 
kepada pembeli. 
 Notaris yang tidak melaksanakan Kewajiban sebagaimana diatur dalam Pasal  
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16 ayat (1) huruf l, maka akta yang dibuat di hadapan atau oleh Notaris yang 
bersangkutan, mengakibatkan akta tersebut hanya mempunyai kekuatan pembuktian 
sebagai akta dibawah tangan atau akta menjadi batal demi hukum dapat menjadi 
alasan bagi pihak yang menderita kerugian  untuk menuntut penggantian biaya, ganti 
rugi, dan bunga kepada Notaris yang bersangkutan sebagaimana Pasal 84 UUJN. 
Kewajiban Notaris yang tersebut dalam Pasal 16 ayat  (1) huruf  l, yaitu  : 
membacakan akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) 
orang saksi dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi dan Notaris. 
Dan dalam Penjelasannya ditegaskan bahwa Notaris harus hadir secara fisik dan 
menandatangani akta di hadapan penghadap dan saksi. Akta notaris jika dibuat 
didasarkan atas keterangan palsu, maka akan mempengaruhi otentiktas akta tersebut. 
Perihal pemalsuan, Pasal 263 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) 
menentukan bahwa arang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang 
dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang 
diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai 
atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak 
dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena 
pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama enam tahun. 
Substansi Pasal tersebut harus dikaitkan dengan Pasal 39 ayat (2) dan (3), 
ditegaskan bahwa Notaris harus mengenal para penghadap, dan pengenalan tersebut 
harus dinyatakan secara tegas dalam akta, dan untuk saksipun disebutkan dalam Pasal 
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40 ayat (3) dan (4). Substansi Pasal-Pasal  tersebut baik para penghadap, para saksi 
dan Notaris harus dikenal Notaris berdasarkan identitasnya yang diperlihatkan kepada 
Notaris, dan  berada pada tempat yang sama pada saat itu juga  serta hadir secara 
fisik, baik para penghadap, para saksi dan para Notaris. 
Notaris yang membuat akta, padahal mengetahui bahwa akta  akta tersebut 
dibuat tanpa adanya suatu kesepakatan penghadap, sehingga seharusnya notaris tidak 
membuat akta tersebut. Apabila kenyataannya notaris membuat akta berarti notaris 
tidak bertindak jujur, tidak saksama, tidak mandiri, berpihak, dan tidak menjaga 
kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum sebagaimana dimaksud oleh 
Pasal 16 ayat (1) huruf a UUJN. 
 
3. Otentitas Akta Otentik 
Akta Notaris sebagai bentuk produk wewenang notaris dalam menjalankan 
jabatannya menurut UUJN secara tegas dinyatakan dalam Pasal 1 angka 7 merupakan 
akta otentik yang dibuat oleh atau di hadapan notaris menurut bentuk dan tata cara 
yang ditetapkan dalam Undang-Undang. Hakekat pengertian dari rumusan Pasal 1 
angka 7 UUJN memberikan makna dasar berupa, pertama, berkaitan dengan 
kualifikasi suatu akta notaris sebagai akta otentik, jika memenuhi syarat yang 
ditentukan dalam Pasal 1 angka 7 UUJN. Kedua, berkaitan dengan bentuk dan tata 
cara pembuatan akta notaris harus sesuai dengan bentuk dan tata cara yang ditentukan 
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dalam UUJN. Ketiga, berkaitan dengan pihak-pihak dalam pembuatan akta dibuat 
oleh notaris dan dihadapan notaris.22  
Tandyo Hasan, mengemukakan hakekat suatu Akta Notaris yang dapat 
memiliki nilai otentisitas sebagai akta notaris yaitu :23 Pertama, Akta notaris sebagai 
akta otentik hakekatnya harus memuat kebenaran formal sesuai dengan apa yang 
diberitahukan para pihak kepada notaris. Hal ini sebagai bentuk pertanggung jawaban 
hukum dari penghadap (para pihak) pemohon akta kepada notaris atas kebenaran 
formal segala peristiwa hukum atau hal-hal yang akan dituangkan dalam isi akta, 
misalnya kebenaran terjadinya pembayaran dan atau pengakuan para pihak telah 
terjadinya pembayaran yang mana akta tersebut berlaku pula sebagai tanda 
penerimaan pembayaran, walaupun pembayarannya tersebut tidak dilaksanakan 
dihadapan notaris, namun diakui oleh kedua belah pihak pembayaran tersebut telah 
terjadi maka hal tersebut, di satu sisi harus dinyatakan benar dan di sisi lain kalau apa 
yang disampaikan atau apa yang dinyatakan dan dibacakan oleh notaris tidak sesuai 
maka salah satu pihak atau para pihak mempunyai hak untuk tidak menandatangani 
akta tersebut, dan bila apa yang disampaikan pihak-pihak ternyata tidak benar atau 
berdasarkan fakta yang tidak benar maka selayaknya pihak tersebut dianggap 
memberikan keterangan palsu kepada pejabat. Kedua, Notaris harus mempunyai 
kewajiban membacakan isi akta yang akan ditandatangani oleh para pihak (pemohon 
                                                 
 
22 Tandyo Hasan, Kekuatan Pembuktian Akta Notaris Sebagai Akta Otentik, “Disertasi” 
Universitas Airlangga, Surabaya, 2008, hlm. 42. 
23 Ibid., hlm. 46-47. 
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akta). Ketiga, Notaris wajib memberitahukan keterkaitan perundang-undangan yang 
berlaku terhadap isi akta yang akan ditandatangani oleh para pihak. Keempat, para 
pihak diberikan keleluasaan untuk menyampaikan kepada notaris jika ada peraturan 
perundang-undangan yang terkait akan isi akta yang akan ditandatangani oleh para 
pihak, bila notaris tidak mengetahuinya. Kelima, para pihak diberikan kebebasan 
untuk menyetujui atau tidak menyetujui isi akta yang akan ditandatanganinya. 
Keenam, akta tersebut harus ditandatangani oleh para pihak. Ketujuh, akta tersebut 
harus memenuhi bentuk sebagai akta notaris sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 38 
ayat (1) UUJN, yaitu awal akta atau kepala akta, badan akta, dan akhir akta atau 
penutup akta. Kedelapan, akta tersebut yang dibacakan oleh notaris harus dihadiri 
paling sedikit 2 (dua) saksi. 
Merujuk pada uraian Pasal 38 UUJN mengenai bentuk dan sifat akta otentik 
yakni setiap akta Notaris terdiri atas awal akta atau kepala akta; badan akta; dan  
akhir atau penutup akta, sebagai suatu perdyaratan untuk dapat disebut sebagai akta 
otentik, namun otentitasnya akta tersebut dapat berubah, sebagaimana dikemukakan 
oleh Lumban Tobing24 bahwa dalam hal terjadi pelanggaran terhadap ketentuan …, 
maka akta itu hanya mempunyai kekuatan seperti akta yang dibuat di bawah tangan, 
apabila ditandatangani  oleh para pihak yang bersangkutan, akta itu kehilangan 
otentitasnya, demikian juga kekuatan eksekutorialnya”. Perihal kekuatan akta 
sebagaimana dikemukakan oleh Lumban Tobing adalah sebagaimana dimaksud 
                                                 
 
24Lumban Tobing, Loc. Cit.  
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dalam Pasal 84 (1) UUJN, bahwa  pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris terhadap 
Pasal 16 ayat (1) huruf i, Pasal 16 ayat (1) huruf k, Pasal 41, Pasal 44, Pasal 48, Pasal 
49, Pasal 50, Pasal 51, atau Pasal 52 yang mengakibatkan suatu akta hanya 
mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan atau suatu akta 
menjadi batal demi hukum dapat menjadi alasan bagi pihak yang menderita kerugian 
untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi, dan Bunga kepada Notaris. 
Pasal 84 UUJN ditentukan ada 2 (dua) jenis sanksi perdata, jika Notaris 
melakukan tindakan pelanggaran terhadap Pasal-Pasal tertentu dan juga sanksi yang 
sama jenisnya tersebar dalam Pasal-Pasal yang lainnya, yaitu:25 
1. Akta notaris yang mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah 
tangan. 
2. Akta notaris menjadi batal demi hukum. 
Akibat dari akta Notaris yang seperti itu, maka ini dapat menjadi alasan bagi pihak 
yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga 
kepada notaris. 
 Akta notaris yang mempunyai kekuatan pembuktian sebagai di bawah tangan 
dan akta notaris menjadi batal demi hukum adalah dua istilah yang berbeda. Pasal 84 
UUJN mencampuradukkan atau tidak memberikan batasan kedua sanksi tersebut, dan 
untuk menentukan bersifat alternatif dengan kata atau pada kalimat “...mengakibatkan 
suatu akta hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan atau 
                                                 
25Habib Adjie 1, , hlm. 93. 
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suatu akta menjadi batal demi hukum...”.26 Oleh karena dua istilah tersebut 
mempunyai pengertian dan akibat hukum yang berbeda, maka perlu ditentukan 
ketentuan (Pasal-Pasal) mana saja yang dikategorikan sebagai pelanggaran dengan 
sanksi akta notaris mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan 
atau akta menjadi batal demi hukum. Kemudian juga perlu ditegaskan, apakah sanksi 
terhadap notaris kedua hal tersebut sebagai akibat langsung dari akta notaris 
mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan atau akta menjadi 
batal demi hukum. 
 Untuk menentukan akta notaris yang mempunyai kekuatan pembuktian 
sebagai akta di bawah tangan dapat dilihat dan ditentukan dari:27 
1. isi (dalam) Pasal-Pasal tertentu yang menegaskan secara langsung jika notaris 
melakukan pelanggaran, maka akta yang bersangkutan termasuk akta yang 
mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan. 
2. jika tidak disebutkan dengan tegas dalam Pasal yang bersangkutan sebagai 
akta yang mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan, 
maka Pasal lainnya yang dikategorikan melanggar menurut Pasal 84 UUJN, 
termasuk ke dalam akta batal demi hukum. 
 
Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa akta notaris yang mempunyai kekuatan 
pembuktian sebagai akta di bawah tangan, jika disebutkan dengan tegas dalam Pasal 
yang bersangkutan, dan yang tidak disebutkan dengan tegas dalam Pasal yang 
bersangkutan termasuk sebagai akta menjadi batal demi hukum. 
                                                 
26 Ibid., hlm. 94. 
27 Ibid. 
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 Pasal 1869 BW menentukan batasan akta yang mempunyai kekuatan 
pembuktian sebagai akta dibawah tangan dapat terjadi jika tidak memenuhi ketentuan 
karena: 
(1) tidak berwenangnya pejabat umum yang bersangkutan, atau 
(2) tidak mampunya pejabat umum yang bersangkutan, atau 
(3) cacat dalam bentuknya. 
Hal ini berarti bahwa kuasa substitusi mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta 
di bawah tangan jika kuasa substitusi tersebut dibuat oleh pejabat yang tidak 
berwenang untuk membuat akta otentik. Kuasa substitusi dibuat oleh atau di hadapan 
notaris, sehingga dibuat oleh pejabat yang mempunyai wewenang membuat akta 
otentik sebagaimana Pasal 15 ayat (1) UUJN. Pejabat pembuat akta otentik tersebut 
mampu membuat akta dalam arti pejabat tersebut tidak mengalami cacat atau 
gangguan kejiwaan dan telah dewasa, akta kuasa substitusi tersebut dibuat tidak 
memenuhi syarat bentuk akta otentik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 UUJN, 
karena notaris tidak mengenalkan penerima kuasa kepada pemberi kuasa. Akta yang 
tidak memenuhi bentuk otentik akta sebagaimana Pasal 38 UUJN, maka tidak 
mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta otentik melainkan kekuatan 
pembuktian sebagaimana akta di bawah tangan. 
 Sehubungan dengan batasan akta notaris batal demi hukum, ada kaitannya 
dengan kewenangan notaris membuat akta otentik berkaitan dengan bentuk dan sifat 
akta sebagaimana Pasal 38 UUJN. Pada akta tersebut jika tidak ada judul akta;  
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nomor akta;  jam, hari, tanggal, bulan, dan tahun; dan nama lengkap dan tempat 
kedudukan Notaris pada awal akta. Pada akta tidak dicantumkan nama lengkap, 
tempat dan tanggal lahir, kewarganegaraan, pekerjaan, jabatan, kedudukan, tempat 
tinggal para penghadap dan/atau orang yang mereka wakili; keterangan mengenai 
kedudukan bertindak penghadap; isi akta yang merupakan kehendak dan keinginan 
dari pihak yang berkepentingan; dan nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, serta 
pekerjaan, jabatan, kedudukan, dan tempat tinggal dari tiap-tiap saksi pengenal pada  
badan akta. Atau pada akta tidak menguraiakn tentang pembacaan akta sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf I (mengirimkan daftar akta sebagaimana 
dimaksud dalam huruf h atau daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat ke Daftar 
Pusat Wasiat Departemen yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang kenotariatan 
dalam waktu 5 (lima) had pada minggu pertama setiap bulan berikutnya) atau Pasal 
16 ayat (7) (membaca akta tidak wajib dilakukan, jika penghadap menghendaki agar 
akta tidak dibacakan karena penghadap telah membaca sendiri, mengetahui, dan 
memahami isinya, dengan ketentuan bahwa hal tersebut dinyatakan dalam penutup 
akta serta pada setiap halaman Minuta Akta diparaf oleh penghadap, saksi, dan 
Notaris); uraian tentang penandatanganan dan tempat penandatanganan atau 
penerjemahan akta apabila ada;  nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, 
jabatan, kedudukan, dan tempat tinggal dari tiap-tiap saksi akta; dan uraian tentang 
tidak adanya perubahan yang terjadi dalam pembuatan akta atau uraian tentang 
adanya perubahan yang dapat berupa penambahan, pencoretan, atau penggantian 
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pada akhir atau penutup akta memuat. Selain itu pada akta tidak dipenuhinya syarat 
obyektif sahnya perjanjian.  
Perjanjian harus dibuat memenuhi syarat-syarat sahnya perjanjian 
sebagaimana Pasal 1320 B.W., terdiri atas syarat subyektif dan syarat obyektif. 
Syarat subyektif berkaitan subyek pembuat akta atau penghadap, yakni sepakat dan 
cakap, sedangka syarat obyektif berkaitan dengan obyek pembuatan akta dan 
obyeknya tidak dilarang oleh undang-undang, ketertiban umum maupun kesusilaan. 
Subekti mengemukakan bahwa dua syarat yang pertama, dinamakan syarat obyektif 
karena mengenai perjanjian sendiri obyek dari perbuatan hukum yang dilakukan itu.28  
Perjanjian yang dibuat apabila syarat subyektifnya tidak terpenuhi, maka perjanjian 
tersebut dapat dimintakan pembatalan sesuai dengan yang dikemukakan oleh Subekti 
sebagai berikut:”apabila pada waktu pembuatan perjanjian, ada kekurangan mengenai 
syarat yang subyektif, maka perjanjian itu bukan batal demi hukum, tetapi dapat 
dimintakan pembatalan”.29 Jika syarat obyektif tidak terpenuhi, maka perjanjian 
adalah batal  demi hukum, Sehingga secara  yuridis  dari  semula  tidak  ada  suatu  
perjanjian  dan tidak ada pula suatu perikatan antara orang-orang yang dimaksud 
dalam perjanjian itu.30 
Mengenai perjanjian harus mempunyai obyek tertentu ditegaskan dalam Pasal 
1333 BW, yaitu suatu perjanjian harus mempunyai  sebagai pokok suatu barang yang 
paling sedikit ditentukan jenisnya yang dikemudian hari jumlah (barang) tersebut 
                                                 
28 Subekti, Hukum Perjanjian, Intermasa, Jakarta, 2004, hlm.17 
29 Ibid, hlm.22 
30 Ibid 
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dapat ditentukan atau dihitung. Pasal 1335 BW menegaskan bahwa suatu perjanjian 
tanpa sebab atau yang telah dibuat karena sesuatu tidak mempunyai kekuatan, ini 
membuktikan bahwa setiap perjanjian harus mempunyai  kausa yang halal, tetapi 
menurut Pasal 1336 BW, jika tidak dinyatakan sesuatu sebab, tetapi ada ssuatu sebab 
yang halal ataupun jika ada sesuatu lain daripada  yang dinyatakan persetujuannya 
namun demikain adalah sah. Suatu sebab adalah terlarang, apabila dilarang oleh 
undang-undang, atau apabila berlawanan dengan kesusilaan atau ketertiban umum 
(Pasal 1337 BW). Dengan demikian suatu perjanjian batal demi hukum, jika: 
(1) tidak mempunyai obyek tertentu yang dapat ditentukan; 
(2) mempunyai sebab yang dilarang oleh undang-undang atau berlawanan 
dengan kesusilaan atau ketertiban umum. 
Ketentuan-ketentuan jika dilanggar akta notaris mempunyai kekuatan 
pembuktian sebagai akta dibawah tangan disebutkan dengan tegas dalam Pasal-Pasal 
tertentu dalam UUJN yang bersangkutan sebagaimana tersebtu di atas, maka dapat 
ditafsirkan bahwa ketentuan-ketentuan yang tidak disebutkan dengan tegas akta 
notaris mempunyai  kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan, maka selain 
itu termasuk kedalam akta notaris yang batal demi hukum, yaitu:31 
a. melanggar kewajiban sebagaimana tersebut dalam Pasal 16 ayat (1) huruf I, 
yaitu tidak membuat daftar akta wasiat dan mengirimkan ke Daftar Pusat 
Wasiat dalam waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulan 
(termasuk memberitahukan bilamana nihil). 
                                                 
31
 Ibid. 
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b. Melanggar kewajiban sebagaimana tersebut dalam Pasal 16 ayat (1) huruf k, 
yaitu tidak mempunyai cap/stempel yang memuat lambang Negara Republik 
Indonesia dan pada ruang yang melingkarinya dituliskan nama, jabatan, dan 
tempat kedudukannya. 
c. Melanggar ketentuan Pasal 44, yaitu pada akhir akta tidak disebutkan atau 
dinyatakan dengan tegas mengenal penyebutan akta telah dibacakan untuk 
akta yang tidak dibuat dalam Bahasa Indonesia atau bahasa lainnya yang 
dighunakan dalam akta, memakai penterjemah rersmi, penjelasan, 
penandatanganan akta di hadapan penghadap, mnotaris dan penterjemah 
resmi. 
d. Melanggar ketentuan Pasal 48, yaitu tidak memberikan paraf atau tidak 
memberikan tanda pengesahan lain oleh penghadap, saksi dan notaris, atas 
pengusahaan lain oleh penghadap, saksi dan notaris, atas pengubahan atau 
penambahan berupa penulisan tindih, penyisipan, pencoretan, atau 
penghapusan dan menggantinya dengan yang lain dengan cara penambahan, 
penggantian atau pencoretan. 
e. Melanggar ketentuan Pasal 49, yaitu tidak menyebutkan atas perubahan akta 
yang dibuat tidak di sisi kiri akta, tapi untuk perubahan yang dibuat pada akhir 
akta sebelum penutup akta, dengan menunjuk bagian yang diubah atau dengan 
menyisipkan lembar tambahan. Perubahan yang dilakukan tanpa menunjuk 
bagian yagn diubah mengakibatkan perubahan tersebtu batal. 
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f. Melanggar ketentuan Pasal 50, yaitu tidak melakukan pencoretan, pemarafan 
dan atas perubahan berupa pencoretan kata, huruf, atau angka, hal tersebut 
dilakukan sedemikian rupa sehingga tetap dapat dibaca sesuai dengan yang 
tercantum semula, dan  jumlah kata, huruf, atau angka yang dicoret 
dinyatakan pada sisi akta, juga tidak menyatakan pada akhir akta mengenai 
jumlah perubahan, pencoretan dan penambahan. 
g. Melanggar ketentuan Pasal 51, yaitu tidak membetulkan kesalahan tulis 
dan/atau kesalahan ketik yang terdapat pada Minuta Akta yang telah 
ditandatangani, juga tidak membuat berita acara tentang pembetulan tersebut 
dan tidak menyampaikan berita acara pembetulan tersebut kepada pihak yang 
tersebut dalam akta. 
Ketentuan tersebut di atas yang dapat dikualifikasikan akta notaris batal demi 
hukum, sebenarnya hanya merupakan tindakan kewajiban yang harus dilakukan oleh 
notaris dalam menjalankan tugas jabatannya tanpa ada obyek tertentu dan sebab yang 
halal, sehingga jika ukuran akta notaris batal demi hukum berdasarkan kepada unsur-
unsur yang ada dalam Pasal 1335, 1337 BW, maka penggunaan istilah batal demi 
hukum untuk akta notaris karena melanggar Pasal-Pasal tertentu dalam Pasal 84 
UUJN menjadi tidak tepat, karena secara substansi sangat tidak mungkin notaris 
membuatkan akta untuk para pihak yang jelas tidak memenuhi syarat objektif. 
Memperhatikan uraian sebagaimana tersebut di atas berkaitan dengan 
ancaman dapat digunakan sebagai pertimbangan untuk menilai otentitas akta yang 
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dibuat di hadapan notaris dapat dijelaskan bahwa wewenang notaris membuat akta 
otentik. Akta yang dibuat oleh notaris tidak didasarkan atas kesepakatan yang tidak 
bebas karena adanya suatu ancaman, maka akta tersebut dibuat tidak memenuhi 
syarat subyektif sahnya perjanjian sebagaimana Pasal 1320 B.W., yakni sepakat 
kedua belah pihak yang membuat perjanjian. Akta yang dibuat tidak memen uhik 
syarat sub yektif sahnya perjanjian, maka akta tersebut dapat dibatalkan, sehingga 
akta tersebut tidfak batal demi hukum, melainkan batalnya akta tersebut didasarkan 
putusan hakim. Akta yang dibuat oleh dan atau di hadapan notaris kekuatan 
hukumnya dapat terdegradasi menjadi akta yang mempunyai kekuatan hukum 
sebagaimana akta di bawah tangan atau batal demi hukum. Mengenai terdegradasinya 
akta tersebut karena tidak dipenuhinya syarat subyektif sahnya perjanjian atau notaris 
dalam membuat akta melanggar larangan-larangan, sedangkan akta otentik 
terdegradasi menjadi batal demi hukum, karena tidak dipenuhinya syarat obyektif 
sahnya perjanjian atau karena tidak memenuhi bentuk dan sifat sebagai akta otentik 
sebagaimana pasak 38 UUJN atau notaris tidak memenuhi kewajibannya 
sebagaimana Pasal 16 ayat (1) huruf 1 dan ayat (7) UUJN. Menurut Lumban Tobing32 
suatu akta yang tidak memenuhi persyaratan bentuk (vormvoorschrift) atau yang 
dibuat dengan melanggar wewenang, hanya mempunyai kekuatan seperti akta yang 
dibuat di bawah tangan, akan tetapi tetap merupakan akta notaris. Tetap sebagai akta 
notaris karena akta tersebut dibuat oleh dan atau di hadapan notaris, hanya saja 
otentitas akta terdegradasi tidak lagi sebagai akta otentik, melainkan akta yang 
                                                 
32Ibid.  
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mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan atau batal demi 
hukum. Akta yang dibuat tidak didasarkan kesepakatan yang diberikan secara bebas 
dapat dimohonkan pembatalan, jika dikaitkan dengan ketentuan Pasal 84 ayat (1) 
UUJN, bahwa akta hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah 
tangan atau suatu akta menjadi batal demi hukum, tidak dijumpai bahwa akta tersebut 
dapat dibatalkan. Hal ini berarti bahwa selama akta tersebut tidak dimohonkan 
pembatalan, maka tidak mempengaruhi otentitasnya akta yang dibuat oleh dan atau di 
hadapan notaris. Hal ini berarti bahwa ancaman yang dapat digunakan sebagai 
pertimbangan untuk menilai otentitas akta yang dibuat di hadapan notaris tidak 
didasarkan atas kesepakatan penghadap secara bebas (menurut Pasal 1321 B.W), 
bahwa tiada suatu persetujuan pun mempunyai kekuatan jika diberikan karena 
kekhilafan atau diperoleh dengan paksaan atau penipuan, dapat dijelaskan bahwa akta 
tersebut mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta otentik selama pihak yang 
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ANALISIS KASUS PERKARA NOMOR 688 K/PID/2006 
 
1. Dasar Hukum Peralihan Saham 
Saham bagi perusahaan dalam bentuk perseroan terbatas merupakan modal, 
yang keberadaannya terpisah dari harta kekayaan para pemegang saham, sebagai 
salah satu   ciri perusahaan yang berbentuk badan hukum. Mengenai modal perseroan 
terdiri dari sero-sero atau saham-saham. Menurut Pasal 31 UU No. 40 Tahun 2007 
menentukan sebagai berikut:  
(1) Modal dasar Perseroan terdiri atas seluruh nilai nominal saham. 
(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menutup kemungkinan 
peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal mengatur modal 
Perseroan terdiri atas saham tanpa nilai nominal. 
Mengenai saham dibedakan atas;  
a. saham atas nama;  
b. saham atas pembawa;  
c. saham prioritas;  
d. saham bonus;  
e. saham pendiri.33 
Ad. 1.   Saham atas nama (opnaam), maksudnya nama pemegang saham ditulis pada 
surat saham tersebut sebagai bukti bagi pemegangnya.  
                                                 
33Sutantya R. Hadhikusuma, Pengertian Pokok Hukum Perusahaan, Bentuk-bentuk 
Perusahaan yang Berlaku di Indonesia, Rajawali, Jakarta, 1992, hlm. 58-61.  
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Ad. 2.  Saham atas pembawa (aan toonder), maksudnya nama pemilik saham tidak 
ditulis di dalam surat saham dan saham atas pembawa ini hanya mengesahkan 
pemegangnya sebagai pemilik, kecuali apabila dibuktikan sebaliknya. 
Ad. 3.  Saham prioritas, pemiliknya mendapat hak berbicara khusus, di mana hal ini 
termasuk dalam klausula oligarki. 
Ad. 4.  Saham bonus, maksudnya saham diberikan tanpa adanya penyetoran dan 
diberikan pada orang yang sudah menjadi pemegang saham sebagai pengganti 
suatu hak, misalnya bagian ekstra dari suatu keuntungan yang didapat dari 
perseroan. 
Ad. 5.  Saham pendiri, maksudnya saham yang diberikan kepada orang-orang yang 
telah berjasa dalam mendirikan dan memperkembangkan perseroan tersebut, 
sebagai balas jasanya dan tanpa membayar nilai saham yang diberikan 
tersebut. Mengenai saham pendiri ini Pasal 7 ayat (2) UU No. 40 Tahun 2007 
menentukan bahwa : ”Setiap pendiri Perseroan wajib mengambil bagian 
saham pada saat Perseroan didirikan”.  
Sebagai badan hukum, perseroan terbatas adalah subjek hukum, sekalipun 
bukan berupa orang namun dianggap mempunyai suatu harta kekayaan sendiri 
terpisah dari para anggotanya, dan merupakan pendukung hak dan kewajiban seperti 
seorang manusia. Hal ini berarti, badan hukum mempunyai hak-hak dan kewajiban 
serta dapat turut serta dalam lalu lintas hukum34. Jadi ciri suatu badan hukum adalah 
                                                 
34Rudhi Prasetya dan Oemar Wongsodiwirjo, Dasar-dasar Hukum Persekutuan, Yuridika, 
Surabaya, 1993, hlm. 13. 
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memiliki harta kekayaan sendiri yang terpisah dari harta kekayaan para pendiri 
perseroan yang bersangkutan sebagai pemegang saham. Hal ini berarti bahwa ciri-ciri 
badan hukum adalah sebagai berikut: 
a. pemegang saham perseroan tidak bertanggungjawab secara pribadi atas 
perikatan yang dibuat atas nama perseroan dan; 
b. pemegang saham tidak bertanggungjawab atas kerugian yang melebihi nilai 
saham yang telah diambilnya, dan tidak meliputi harta kekayaan pribadinya.35 
Suatu perusahaan telah disebut sebagai badan hukum apabila dilakukan 
memenuhi syarat-syarat pendiriannyadi antaranya perseroan didirikan oleh 2 (dua) 
orang atau lebih dengan akta notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia dan setiap 
pendiri Perseroan wajib mengambil bagian saham pada saat Perseroan didirikan 
sesuai Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 40 Tahun 2007. PT yang didirikan oleh 
seorang pendiri saja, maka tidak memenuhi persyaratan sebagai badan hukum. 
Organ Perseroan Terbatas menurut Pasal 1 angka 2 UU No. 40 Tahun 2007 
adalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Direksi dan Komisaris. Rapat Umum 
Pemegang Saham yang selanjutnya disebut RUPS menurut Pasal 1 angka 4 UU No. 
40 Tahun 2007 adalah “Organ Perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak 
diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam 
undang-undang ini dan/atau anggaran dasar”. Direksi menurut Pasal 1 angka 5 UU 
No. 40 Tahun 2007 adalah “Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab 
                                                 
35I.G. Rai Widjaya, Hukum Perusahaan Perseroan Terbatas (Khusus Pemahaman Atas 
Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995), Jakarta, 2005, hlm. 3.   
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penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan 
maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar 
pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar”. Dewan Komisaris menurut 
Pasal 1 angka 6 UU No. 40 Tahun 2007 adalah “Organ Perseroan yang bertugas 
melakukan pengawasan  secara  umum   dan/atau   khusus   sesuai dengan anggaran 
dasar serta   memberi  nasihat kepada Direksi”. Direksi sebagai wakil dari perseroan, 
maka direksi mempunyai tugas melakukan pengurusan perseroan, sesuai dengan 
Pasal 97 ayat (1) UU No. 40 Tahun 2007 yang menentukan bahwa: “Direksi 
bertanggung jawab atas pengurusan perseroan”. Direksi diangkat oleh RUPS, sesuai 
dengan ketentuan Pasal 94 UU No. 40 Tahun 2007 menentukan: 
(1) Anggota Direksi diangkat oleh RUPS. 
(2) Untuk pertama kali pengangkatan anggota Direksi dilakukan oleh pendiri 
dalam akta pendirian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b. 
(3) Anggota Direksi diangkat untuk jangka waktu tertentu dan dapat diangkat 
kembali. 
(4) Anggaran dasar mengatur tata cara pengangkatan, penggantian, dan 
pemberhentian anggota Direksi dan dapat juga mengatur tentang tata cara 
pencalonan anggota Direksi. 
(5) Keputusan RUPS mengenai pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian 
anggota Direksi juga menetapkan saat mulai  
      berlakunya pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian tersebut. 
(6) Dalam hal RUPS tidak menetapkan saat mulai berlakunya pengangkatan, 
penggantian, dan pemberhentian anggota Direksi, pengangkatan, penggantian, 
dan pemberhentian anggota Direksi tersebut mulai berlaku sejak ditutupnya 
RUPS. 
(7) Dalam hal terjadi pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian anggota 
Direksi, Direksi wajib memberitahukan perubahan anggota Direksi kepada 
Menteri untuk dicatat dalam daftar Perseroan dalam jangka waktu paling 
lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal keputusan RUPS tersebut. 
(8) Dalam hal pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) belum 
dilakukan, Menteri menolak setiap permohonan yang diajukan atau 
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pemberitahuan yang disampaikan kepada Menteri oleh Direksi yang belum 
tercatat dalam daftar Perseroan. 
(9) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) tidak termasuk 
pemberitahuan yang disampaikan oleh Direksi baru atas pengangkatan dirinya 
sendiri. 
 
Dengan demikian mengenai direksi dan susunannya secara tegas termuat dalam 
anggaran dasar perseroan, demikian halnya jangka waktu jabatan direksi serta 
pemberhentiannya dituangkan dalam anggaran dasar perseroan. 
 Di dalam hal Anggaran Dasar tidak menentukan pihak yang dapat mewakili 
perseroan, maka yang berwenang mewakili perseroan adalah setiap anggota Direksi. 
Apabila perseroan terbatas belum memperoleh pengesahan dari Menteri, 
Hardijan Rusli mengemukakan bahwa peraturan Perseroan Terbatas telah 
menentukan pertanggung jawaban yang berbeda. Karena itu untuk mengetahui modal 
suatu Perseroan Terbatas, pembagian tahapan pendirian Perseroan terbatas berikut 
tanggungjawabnya adalah sangat penting dan tahapan tersebut adalah sebagai berikut: 
1) Perseroan Terbatas yang telah disahkan tetapi belum didaftar dan diumumkan; 
2) Perseroan Terbatas yang telah disahkan dan telah didaftar dan diumumkan; 
3) Perseroan Terbatas dalam keadaan-keadaan tertentu.36 
Mengenai  tugas  komisaris yaitu  memberikan  pengawasan  terhadap direksi 
sesuai dengan ketentuan Pasal 108 ayat (1)  UU No. 40 Tahun 2007, menentukan: 
“Dewan Komisaris melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya 
                                                 
36Hardijan Rusli, Perseroan Terbatas dan Aspek Hukumnya, Pustaka Sinar Harapan, 
Jakarta, 1997, hlm. 27. 
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pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, dan 
memberi nasihat kepada Direksi”. 
 Tugas utama Komisaris, adalah: 
1. Melakukan pengawasan atas jalannya perseroan; 
2. Memberikan nasehat kepada Direksi dalam menjalankan perseroan.37 
Anggota Dewan Komisaris  diangkat oleh RUPS, tetapi untuk pertama kali 
pengangkatan anggota Dewan Komisaris dilakukan oleh pendiri dalam akta pendirian 
(Pasal 111 ayat (1) dan (2) UU No. 40 Tahun 2007). 
 Kaitannya dengan tanggung jawab organ perseroan dalam hal ini Direksi 
maupun Komisaris, tanggung jawab direksi meliputi: 
(1) Direksi bertanggungjawab penuh atas pengurusan perseroan, untuk 
kepentingan dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan baik di dalam 
maupun di luar pengadilan (persona standi in judicio); 
(2) setiap anggota direksi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab 
menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha       perseroan; 
(3) setiap anggota direksi bertanggungjawab penuh secara pribadi apabila yang 
bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai dengan 
ketentuan angka 2 di atas.38 
 
Kembali pada uraian tentang modal perseroan terdiri atas sero-sero atau 
saham-saham, saham sebagai surat berharga karena mempunyai nilai ekonomis dapat 
dialihkan kepada pihak lain. Sehubungan dengan pengalihan saham, menurut Pasal 
56 UU PT, bahwa pemindahan hak atas saham dilakukan dengan akta pemindahan 
hak. Akta pemindahan hak atau salinannya disampaikan secara tertulis kepada 
Perseroan. Direksi wajib mencatat pemindahan hak atas saham, tanggal, dan hari 
                                                 
37Purwosutjipto, Op. Cit., hlm. 155. 
38I.G. Rai Widjaya, Op. Cit., hlm. 67-68. 
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pemindahan hak tersebut dalam daftar pemegang saham atau daftar khusus dan 
memberitahukan perubahan susunan pemegang saham kepada Menteri untuk dicatat 
dalam daftar Perseroan paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 
pencatatan pemindahan hak. Dalam hal pemberitahuan sebagaimana dimaksud di atas 
belum dilakukan, Menteri menolak permohonan persetujuan atau pemberitahuan 
yang dilaksanakan berdasarkan susunan dan nama pemegang saham yang belum 
diberitahukan tersebut. Di dalam Penjelasan Pasal 56 UU PT dijelaskan bahwa yang 
dimaksud dengan “akta”, baik berupa akta yang dibuat di hadapan notaris maupun 
akta bawah tangan. Memberitahukan perubahan susunan pemegang saham kepada 
Menteri yang dimaksud adalah termasuk juga perubahan susunan pemegang saham 
yang disebabkan karena warisan, Pengambilalihan, atau Pemisahan. Peralihan saham 
dapat dengan akta di bawah tangan maupun dengan akta otentik yakni akta yang 
dibuat di hadapan notaris. 
Saham suatu perseroan terbatgas dapat dialihkan kepada pihak lain. Pemegang 
saham yang telah menyetorkan modalnya oleh perseroan terbatas diberikan bukti 
pemilik perusahaan, sesuai dengan ketentuan Pasal  51 UU No. 40 Tahun 2007, 
bahwa “Pemegang saham diberi bukti pemilikan saham untuk saham yang 
dimilikinya”. Mengenai pengaturan bentuk bukti pemilikan saham diatur dalam 
penjelasan Pasal 51 UU No. 40 Tahun 2007, yang menentukan : ”Pengaturan bentuk 
bukti pemilikan saham ditetapkan dalam anggaran dasar sesuai dengan kebutuhan”. 
Sebagai pemilik saham, maka kepada pemegangnya membawa manfaat yaitu 
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mendapatkan keuntungan berupa deviden sesuai dengan Pasal 52 ayat (1) UU No. 40 
Tahun 2007, yang menentukan 
Saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk: 
a. menghadiri dan mengeluarkan suara dalam RUPS; 
b. menerima pembayaran dividen dan sisa kekayaan hasil likuidasi; 
c. menjalankan hak lainnya berdasarkan Undang-Undang ini. 
Modal perseroan berupa saham-saham sesuai dengan yang dikemukakan oleh 
Purwosutjipto sebagai berikut: “... perseroan terbatas adalah badan hukum. 
Karenanya perseroan mempunyai kekayaan sendiri terpisah dari kekayaan masing-
masing pemegang saham perseroan. Termasuk dalam harta kekayaan perseroan 
terbatas adalah modal”.39 Mengenai modal dan saham, Kansil mengemukakan 
sebagai berikut: “Modal perseroan disebut juga modal masyarakat yaitu jumlah 
modal yang disebut dalam akta pendirian dan merupakan jumlah maksimum sampai 
jumlah mana dapat dikeluarkan surat-surat saham”.40 Sedangkan saham diartikan 
sebagai “suatu tanda masuk ikut serta dalam modal perseroan”.41  
 Saham sebagai surat berharga tentunya dapat dialihkan kepemilikannya, 
namun UU No. 40 Tahun 2007 tidak mengatur mengenai prosedur pengalihannya, 
hanya saja Pasal 56 ayat (1) UU No. 40 Tahun 2007 menentukan bahwa 
“Pemindahan hak atas saham dilakukan dengan akta pemindahan hak”. Menurut 
                                                 
 
39Purwosutjipto, Op.cit., hlm. 104. 
40Kansil, Hukum Perusahaan Indonesia, Pradnya Paramita, Jakarta, 2005,  h.99. 
41Ibid., hlm. 100 
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penjelasan Pasal 56 ayat (1) UU No. 40 Tahun 2007 menentukan sebagai berikut: 
“Yang dimaksud dengan “akta”, baik berupa akta yang dibuat di hadapan notaris 
maupun akta di bawah tangan”.  
 Di atas telah disebutkan bahwa saham dibedakan atas saham atas nama dan 
saham atas pembawa. Saham-saham tersebut dapat dialihkan dari pemegang saham 
kepada pihak lain.  
Mengenai  pengalihan  saham  atas  nama,  menurut   Pasal  613  KUH 
Perdata menentukan: “Penyerahan akan piutang-piutang atas nama dan kebendaan tak 
bertubuh lainnya, dilakukan dengan jalan membuat suatu akta otentik atau di bawah 
tangan, dengan mana hak-hak atas kebendaan itu dilimpahkan kepada orang lain”. 
Pengalihan saham atas pembawa, “penyerahan saham atas pembawa cukup dari 
tangan ke tangan (secara fisik) saja”.42 
Apabila pengalihan tersebut dibuat di hadapan notaris, maka notaris dalam 
membuat akta pengalihan saham tersebut harus bertindak jujur dan lainnya sesuai 
dengan Pasal 16 ayat (1) huruf a UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris 
yang menentukan sebagai berikut: “Dalam menjalankan jabatannya, Notaris 
berkewajiban: bertindak jujur, seksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga 
kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum”. Mengenai hal di atas Rai 
Widjaya mengemukakan sebagai berikut: “Pemindahan hak atas saham atas nama 
dilakukan dengan akta pemindahan hak, bisa akta yang dibuat di hadapan notaris 
                                                 
42Sutantya W. Kusuma, Op. cit., hlm.  59. 
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maupun akta di bawah tangan. Akta pemindahan hak tersebut atau salinannya 
disampaikan secara tertulis kepada perseroan”.43 
Perihal pemindahan hak atas saham selain berdasarkan undang undang juga 
harus berdasarkan ketentuan dalam anggaran dasar Perseroan. Pemindahan hak atas 
saham dilakukan dengan akta pemindahan hak. Akta pemindahan hak atas saham  
baik berupa akta yang dibuat di hadapan notaris maupun akta bawah tangan 
sebagaimana Pasal 56 ayat (1) UUPT, yang berarti jika pemindahan saham dibuat 
dengan akta di bawah tangan tidak dilarang maupun dengan akta otentik, hanya saja 
jika pemindahan dibuat dalam bentuk akta otentik dapat digunakan sebagai bukti 
sempurna jika disengketakan di pengadilan. Akta pemindahan hak atau salinannya 
baik yang dibuat dengan akta di bawah tangan maupun akta otentik disampaikan 
secara tertulis kepada Perseroan, disampaikannya akta tersebut pada perseroan, 
direksi menindaklanjuti dengan mencatat pemindahan hak atas saham, tanggal, dan 
hari pemindahan hak tersebut dalam daftar pemegang saham atau daftar khusus dan 
memberitahukan perubahan susunan pemegang saham kepada Menteri untuk dicatat 
dalam daftar Perseroan paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 
pencatatan pemindahan hak. Memberitahukan perubahan susunan pemegang saham 
kepada Menteri yang dimaksudadalah termasuk juga perubahan susunan pemegang 
saham yang disebabkan karena warisan, Pengambilalihan, atau Pemisahan 
sebagaimana Pasal 56 ayat (3) UUPT. Dalam hal pemberitahuan belum dilakukan, 
                                                 
43I.G. Rai Widjaya, Op. cit. h. 39.  
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Menteri menolak permohonan persetujuan atau pemberitahuan yang dilaksanakan 
berdasarkan susunan dan nama pemegang saham yang belum diberitahukan tersebut. 
Pemindahan saham selain harus tunduk pada UUPT, juga harus tunduk pada 
Anggaran Dasar perseroan sesuai dengan Pasal 57 UU PT, yang menentukan dalam 
anggaran dasar dapat diatur persyaratan mengenai pemindahan hak atas saham, yaitu 
keharusan menawarkan terlebih dahulu kepada pemegang saham dengan klasifikasi 
tertentu atau pemegang saham lainnya; keharusan mendapatkan persetujuan terlebih 
dahulu dari Organ Perseroan; dan /atau keharusan mendapatkan persetujuan terlebih 
dahulu dari instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan. Ketentuan Pasal 57 UUPT tersebut di atas mengandung makna bahwa 
pemindahan saham ada keharusan menawarkan terlebih dahulu kepada pemegang 
saham dengan klasifikasi tertentu atau pemegang saham lainnya. Kata ”keharusan” 
yang berarti bahwa setiap pemindahan saham diharuskan untuk menawarkan lebih 
dahulu kepada pemegang saham lainnya, dan baru kemudian jika pemegang saham 
lainnya tidak ada yang menawar, pemindahan saham dapat dialihkan kepada orang 
lain. Pemindahan saham tersebut ada suatu keharusan mendapatkan persetujuan 
terlebih dahulu dari Organ Perseroan; dan /atau keharusan mendapatkan persetujuan 
terlebih dahulu dari instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. Keharusan mendapatkan persetujuan lebih dahulu dari organ 
perseroan, namun tidak ada penjelasan lebih lanjut organ perseroan yang dimintakan 
persetujuan pemindahan saham tersebut. 
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Organ perseroan menurut Pasal 1 angka 2 UUPT adalah Rapat Umum 
Pemegang Saham, Direksi, dan Dewan Komisaris. Rapat Umum Pemegang Saham, 
yang selanjutnya disebut RUPS, adalah Organ Perseroan yang mempunyai wewenang 
yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang 
ditentukan dalam Undang-Undang ini dan/atau anggaran dasar. Direksi adalah Organ 
Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan 
untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta 
mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan 
ketentuan anggaran dasar. Dewan Komisaris adalah Organ Perseroan yang bertugas 
melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar 
serta memberi nasihat kepada Direksi. 
Memperhatikan uraian sebagaimana di atas dapat dijelaskan bahwa perseroan 
terbatas sebagai badan hukum salah satu cirinya adalah mempunyai harta kekayaan 
sendiri terpisah dari harta kekayaan para pemegang saham. Saham dibedakan antara 
saham atas nama;  saham atas pembawa;  saham prioritas;  saham bonus;  dan saham 
pendiri. Saham pendiri merupakan saham atas nama mempunyai nilai ekonomis 
sebesar jumlah nominal yang ada pada saham tersebut. Saham tersebut dapat 
dialihkan kepada pihak lain, hanya saja pengalihan atau pemindahan saham tersebut 
ada suatu keharusan terlebih dahulku ditawarkan kepada pemegang saham yang lain 
dalam perseroan, wajib dengan persetujuan dari organ perseroan dalam hal ini RUPS, 
pengurus atau Komisaris.  
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2. Analisis Peralihan Saham PT. Trisetya Bali Sakti Developmen Yang Dibuat 
oleh Notaris Josef Sunar Wibisono  
Hendry P. Wirasasmita selaku pemilik 45 % saham PT Trisetya Bali Sakti 
Developmen, di antara saham milik Hendry P. Wirasasmita yaitu senilai Rp. 
90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) menjadi masalah ketika saham tersebut 
diambilalih oleh Hie Rudiyanto sebagaimana kasus di bawah ini: 
Hie Rudiyanto (penerima pengalihan saham) sekitar bulan Agustus 1996 
memberi tahu kepada Josef Sunar Wibisono (notaris) agar disiapkan dua akta jual beli 
saham. Pada tanggal 7 September 1996, pemilik saham (Hendry P. Wirasasmita 
sekitar jam 08.30 Wita menghadap ke Kantor Korem Wirasatya, di Jalan PB 
Sudirman Denpasar, atas undangan dari Komandan, setelah sampai di Kantor pemilik 
saham hanya bertemu dengan Yuskaf (Kasi Intel Korem Wirasatya), dan tidak 
dipertemukan dengan Komandan Korem, setelah pemilik saham berada di Kantor, 
baru diketahui setelah mendapat penjelasan dari saksi Yuskaf bahwa undangan 
tersebut dimaksudkan supaya pemilik saham bersedia menjual seluruh sahamnya 
yang ada di PT. Trisetya Bali Sakti Developmen kepada penerima pengalihan saham. 
Pemilik saham menolak peralihan saham miliknya tersebut kepada penerima 
pengalihkan saham, karena menolak menjual saham pemilik saham tidak 
diperbolehkan pulang dan harus menunggu di Kantor Korem Wirasatya serta tidak 
diijinkan makan dan minum, kemudian setelah lama menunggu kurang lebih 10 
(sepuluh) jam, sehingga tidak tahan terhadap keadaan yang dialami serta penyakit 
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maagnya kambuh, dengan terpaksa pemilik saham mengikuti kehendak penerima 
pengalihan saham yang disampaikan melalui saksi Yuskaf untuk menjual saham 
miliknya tersebut. 
Penerima peralihan saham dengan menggunakan kewenangan institusi Korem  
Wirasatya, kemudian pada malam harinya sekitar jam 19.00 Wita pemilik saham 
dikawal kerumah Notaris oleh anggota Korem yaitu saksi Yuskaf, penerima peralihan 
saham, sedangkan penerima peralihan saham menuju rumah Notaris dengan 
kendaraan lain, sebelum menuju rumah Notaris terlebih dahulu pemilik saham diantar 
ke Kantornya tempat bekerja guna mengambil dokumen-dokumen yang berkaitan 
dengan  pemilikan  saham  atas  nama saksinya   setelah  itu baru berangkat menuju  
rumah Notaris untuk menandatangani jual beli saham tersebut. 
Di dalam perjalanan dari Kantor Korem menuju rumah notaris, pemilik saham 
membawa/mengendarai mobil sendiri, di dalam mobil ikut saksi Yuskaf selaku 
pengawal yang duduk di sebelahnya dari belakang diikuti oleh dua orang anggota 
Korem mengendarai sepeda motor, setelah mengambil dokumen yang diperlukan 
langsung menuju rumah notaris sementara penerima pengambialihan saham telah 
mendahului sampai di rumah notaris. 
Setelah berada didalam ruangan tersebut Notaris yang mengambil inisiatif 
memulai pembicaraan yang intinya menjelaskan kepada pemilik saham bahwa akan 
dibuatkan akta jual beli saham dan pemilik saham telah melihat di atas meja 2 (dua) 
buah akta yang pemilik saham tidak mengetahui isinya. Notaris setelah menjelaskan 
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maksud dibuatkannya akta jual beli saham, pem ilik saham telah menjelaskan bahwa 
dirinya tidak berniat menjual saham, namun Notaris mengabaikan penjelasan 
tersebut, oleh karena itu pemilik saham meminta Notaris untuk dibuatkan kontra akta 
yang isinya menerangkan bahwa jual beli saham yang aktanya akan ditanda tangani 
oleh pemilik saham tidak pernah ada, namun Notaris tidak bersedia membuatkan 
kontra akta dan sebagai gantinya Notaris mengatakan akan membuatkan surat 
keterangan yang isinya menerangkan bahwa jual beli saham tidak benar terjadi, 
dengan adanya penjelasan Notaris pemilik saham bersedia menandatangani akta yang 
telah disiapkan yaitu Akta No.42 tanggal 7 September 1996 dan No.166 tanggal 20 
Agustus 1996. Kemudian Notaris menyodorkan 2 (dua) buah akta yang telah 
disiapkan yaitu Akta No.42 tanggal 7 September 1996 dan No. 166 tanggal 20 
Agustus 1996 namun pemilik saham tidak mengetahui isinya karena tidak dibacakan 
dan tidak diberikan kesempatan untuk membaca kedua akta tersebut, setelah kedua 
akta tersebut ditandatanganinya, dan kemudian dipaksa penerima peralihan saham 
untuk menerima pembayaran atas 90 lembar saham seharga Rp. 90.000.000,- (dengan 
harga 1 juta rupiah per lembar) tapi pemilik saham tidak mau menerima uang 
tersebut, karena memang tidak berniat untuk menjual saham tersebut. Pada saat 
penandatanganan kedua akta tersebut pemilik saham tidak diberikan salinan dari 
kedua akta tersebut, akan tetapi beberapa hari setelah penandatanganan kedua akta 
tersebut, barulah diberikan salinan dari kedua akta tersebut, sehingga baru 
mengetahui isi dari kedua akta tersebut satu di antaranya Akta No. 42 tanggal 7 
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September 1996 yang isinya tentang jual beli 45% saham PT. Tri Setya Bali Sakti 
antar pemilik saham selaku penjual dengan penerima saham sebagai pembeli dengan 
harga Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah). Selain itu dalam Akte No. 42 
tanggal 7 September 1996 yang isinya tentang jual beli 45% saham PT. Tri Setya Bali 
Sakti antar saksi korban selaku penjual dengan Hie Rudiyanto selaku pembeli dengan 
harga Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah), akan tetapi saksi Hendry P. 
Wirasasmita tidak mengetahui isi dari akte tersebut dan saksi Fauziah, dan saksi 
Marianus Dwi Priyanto, dalam akte dinyatakan hadir sebagai saksi, akan tetapi 
kenyataannya tidak hadir pada saat penandatanganan akte tersebut di rumah 
Terdakwa II. Notaris Josef Sunar Wibisono. 
Jaksa penuntut umum dalam surat dakwaannya mendakwa dengan dakwaan  
primer melanggar Pasal 264 (1) ke 1 yo Pasal 55 (1) ke 1 KUHP dalam dakwaan 
primer dan dakwaan subside melanggar Pasal 266 (1) yo Pasal 55 (1) ke 1 KUHP. 
Pada kasus pertama Pengadilan Negeri Denpasar dalam putusannya No. 143/ 
Pid.B/2005/PN.Dps tanggal 7 Juli 2005 yang amarnya sebagai berikut menyatakan 
terdakwa Hie Rudiyanto secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan 
tindak pidana “Menyuruh memasukkan keterangan palsu kedalam akta autentik” .  
Pasal 264 KUHP berkaitan dengan Pemalsuan surat atau akta otentik diancam 
dengan pidana penjara paling lama delapan tahun. Termasuk akta otentik adalah surat 
hutang atau sertifikat hutang dari sesuatu negara atau bagiannya ataupun dari suatu 
lembaga umum; surat sero atau hutang atau sertifikat sero atau hutang dari suatu 
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perkumpulan, yayasan, perseroan atau maskapai: talon, tanda bukti dividen atau 
bunga dari salah satu surat yang diterangkan, atau tanda bukti yang dikeluarkan 
sebagai pengganti surat-surat itu; surat kredit atau surat dagang yang diperuntukkan 
untuk diedarkan. Barang siapa menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam 
suatu akta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh 
akta itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu 
seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran, diancam, jika pemakaian itu 
dapat menimbulkan kerugian, dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun. 
Pasal 266 KUHP berkaitan dengan menyuruh memasukkan keterangan palsu 
ke dalam suatu akta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus 
dinyatakan oleh akta itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain 
memakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran, diancam, jika 
pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian, dengan pidana penjara paling lama tujuh 
tahun.  
Pasal 264 jo Pasal 266 KUHP berkaitan dengan membuat surat atau akta 
otentik palsu atau memalsukan akta otentik, namun tidak memberikan penjelasan 
mengenai membuat surat palsu, memalsukan surat dan menggunakan surat palsu. 
Membuat surat palsu, memalsukan surat atau menggunakan surat palsu dijumpai 
dalah Pasal 263 KUHP, bahwa barangsiapa membuat surat palsu atau memalsukan 
surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan utang, atau 
yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu yang dengan maksud untuk 
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memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar 
dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, 
karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun.  
Membuat surat palsu dan memalsukan surat. Surat yang dimaksud adalah 
“segala surat baik yang ditulis dengan tangan, dicetak, maupun ditulis memakai 
mesin ketik dan lainnya”.44 Jadi tidak membedakan antara surat yang ditulis dengan 
tangan maupun surat yang diketik baik menggunakan mesin ketik maupun komputer.  
Membuat surat palsu yaitu “membuat yang isinya bukan semestinya (tidak 
benar) atau membuat surat demikian rupa, sehingga menunjukkan asal surat itu yang 
tidak benar. Sedangkan memalsukan surat yaitu mengubah surat yang sedemikian 
rupa, sehingga isinya menjadi lain dari isi yang asli atau sehingga surat itu menjadi 
lain dari pada yang asli. Adapun caranya bermacam-macam. Tidak senantiasa perlu, 
bahwa surat itu diganti dengan yang lain. Dapat pula dilakukan dengan jalan 
mengurangkan, menambah atau merobah sesuatu dari surat itu.45 
Dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat 
tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, maksudnya “untuk menyatakan 
bagi sesuatu barang/surat yang dipalsu seakan-akan asli dan tidak dipalsu atau untuk 
mempergunakannya atau menyuruh untuk dipergunakannya”.46 Lebih lanjut 
Sugandhi mengemukakan bahwa yang diancam hukuman dalam Pasal ini ialah orang-
                                                 
44 Sugandhi, KUHP dengan Penjelasannya, Usaha Nasional, Surabaya, 1989, Hlm. 195. 
45 Ibid. 
46 Moch. Anwar, Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II), Alumni, Bandung, 1979, 
hlm. 193.  
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orang yang membikin surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menerbitkan 
sesuatu hak; yang dapat menerbitkan sesuatu perutangan; yang dapat membebaskan 
daripada utang; yang dapat menjadi bukti tentang sesuatu hal, dengan maksud untuk 
memakai atau menyuruh orang lain memakai surat itu seolah-olah surat itu asli dan 
tidak dipalsukan, jikalau pemakaian surat itu dapat mendatangkan kerugian.47 
Termasuk pengertian memalsukan surat yaitu “memalsukan tanda tangan 
masuk pengertian memalsukan surat dalam Pasal ini”.48 
Menurut Wirjono Prodjodikoro mengenai pemalsuan Surat tertentu antara 
lain mengenai: 
Pemalsuan  akta otentik, misalnya surat akta notaris, suatu proses verbal dari 
polisi, jaksasidang pengadilan, akta seorang pegawai pencatatan sipil 
mengenai kelahiran, kematian atau perkawinan. Unsur dari tindak pidana ini 
adalah bahwa akta-akta tersebut harus membuktikan suatu kejadian, dan 
tentang kejadian inilah diberitahukan hal-hal yang tidak benar kepada pejabat-
pejabat tersebut untuk dimuat dalam akta yang dibuat oleh pejabat–pejabat 
itu.49 
 
Selanjutnya Wirjono Prodjodikoro juga memberikan ilustrasi bahwa 
dikatakan membuat surat palsu adalah:50 
a. Seorang A membuat surat seolah-olah berasal dari seoramg B dan 
menandatangani dengan meniru tanda tangan B. 
b. Seorang A membuat surat dan menandatangani sendiri tetapi isisnya tidak 
benar. 
 
                                                 
47 Sugandhi, Op. cit., hlm. 280. 
48 Soesilo, KUHP Beserta Penjelasannya Pasal demi Pasal, Poeliteia, Bogor, 1997, hlm. 196. 
49 Wirjono Prodjodikoro,Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia, cetakan ketiga, 
PT.Revika Aditama, Bandung, 2010, hlm. 192. 
50 Wirjono Projodikoro, Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia, PT.Eresco, Bandung, 
1986, hlm. 190 
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Tentang memalsukan surat Wirjono Projodikoro memberikan ilustrasi 
sebagai berikut: 
a. Si A mengubah surat Si B yang sudah selesaitertulis sedemikian rupa 
sehingga isi surat menjadi lain dan tidak benar, jadi menyimpang dari 
kehendak si penandatangan, Si B. 
b. Si A mengubah tanda tangan dari Si B menjadi tanda tangan orang lain 
(misalnya Si C), sehingga seolah – olah surat tersebut dari Si C.51 
 
Unsur Pasal 264 KUHP ayat (1) adalah: 
a. semua unsur baik obyektif maupun subyektif Pasal 263 KUHP 
b. Unsur-unsur khusus pemberatnya (bersifat alternatif) berupa obyek surat- 
surat tertentu. 
Unsur- unsur Pasal 264 KUHP ayat (2) adalah: 
a. Unsur obyektif 
1) Perbuatan : memakai 
2) Objeknya : surat – surat tersebut pada ayat (1) 
3) Pemakaian itu seolah – olah isinya benar dan tidak dipalsukan. 
b. Unsur Subyektif : dengan sengaja 
Pemalsuan dapat dilakukan dengan dua cara yaitu secara materiil yaitu 
merubah benda, tanda, merek, mata uang atau tulisan yang semula asli, dirubah 
sedemikian rupa sehingga mempunyai sifat lain dan pemalsuan secara intelektual 
yaitu merubah keterangan atau pernyataan yang terdapat dalam suatu surat atau 
tulisan sehingga tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya. Dalam hal ini pemalsuan 
                                                 
51Ibid 
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akta yang kerap dilakukan oleh notaris adalah berkenaan dengan kedua cara diatas 
baik secara materiil maupun secara intelektual. 
Pasal 266 KUHP Tindak Pidana Menyuruh Mencantumkan Suatu Keterangan 
Palsu di dalam Suatu Akta Otentik 
Tindak pidana yang dimaksudkan didalam ketentuan pidana yang diatur Pasal 
266 KUHP ayat (1) terddiri atas unsur – unsur sebagai berikut: 
a. Barang Siapa 
b. Menyuruh menempatkan keterangan palssu kedalam suatu akta otentik 
c. Dengan makssud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu 
seolah-olah keterangan sesuai dengan kebenaran 
d. Pelakunya 
1) mereka yang melakukan 
2) mereka yang menyuruh melakukan 
3) mereka yang turut melakukan 
 
Ketentuan Pasal 266 ayat (1) KUHP, yang menjadi subyek adalah yang 
menyuruh memasukkan keterangan palsu, dan kata menyuruh merupakan suatu 
bagian terpenting. Para subyek pelaku disini adalah bukan notaris namun para pihak 
yang menyuruh membuat akta otentik itulah yang dimaksud sebagai pelaku. 
Didalam rumusan ketentuan pidana yang diatur Pasal 266 KUHP ayat (1), 
undang-undang tidak mensyaratkan keharusan tindak pidana yang dimaksudkan 
didalamnya, yaitu harus dilakukan dengan sengaja atau tidak, sehingga perlu 
dipertanyakan apakah tindak pidana tersebut merupakan suatu tindak pidana yang 
arus dilakukan dengan sengaja atau bukan. 52  
                                                 
52P.A.F. Lamintang, Delik-delik Khusus Kejahatan Membahayakan Kepercayaan Umum 
Terhadap Surat, Alat Pembayaran, Alat bukti, dan Peradilan,Cetakan Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 
2009, hlm. 72. 
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Memperhatikan uraian sebagaimana di atas dapat dijelaskan bahwa 
Pengadilan Negeri Denpasar dalam putusannya No. 143/ Pid.B/2005/PN.Dps tanggal 
7 Juli 2005 yang amarnya menyatakan terdakwa Hie Rudiyanto secara sah dan 
meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Menyuruh memasukkan 
keterangan palsu kedalam akta autentik” . 
2.1. Akibat Hukum Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Denpasar 
Apabila Hie Rudiyanto tidak mengajukan upaya banding atas putusan 
Pengadilan Negeri Denpasar, maka putusan tersebut mempunyai kekuatan hukum 
tetap. Konsekuensi atas putusan tersebut adalah terhadap notaris yang membuat akta 
pengalihan saham dan akibat hukum terhadap akta No. 42 tanggal 7 September 1996. 
Notaris Josef Sunar Wibisono telah membuat surat palsu, atau memalsukan 
surat berdasarkan Pasal 264 KUHP yang diakibatkan adanya tanda tangan palsu yang 
dibubuhkan pada akhir akta, mengingat Hendry P. Wirasasmita tidak mengetahui isi 
dari akte dan saksi Fauziah, dan saksi Marianus Dwi Priyanto, dalam akte dinyatakan 
hadir sebagai saksi, akan tetapi kenyataannya tidak hadir pada saat penandatanganan 
akte di rumah Notaris Josef Sunar Wibisono. 
Menurut UUJN seorang notaris yang dalam menjalankan jabatannya terbukti 
melakukan pelanggaran, maka notaris dapat dapat dikenai sanksi perdata, 
administrasi dan kode etik notaris. Ada kalanya dalam praktak ditemukan bahwa 
suatu tindakan hukum atau pelanggaran yang dilakukan notaris sebenarnya dapat 
dijatuhi sanksi perdata atau administrasi atau kode etik, tapi ditarik atau 
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dikualifikasikan sebagai suatu tindak pidana yang dilakukan oleh notaris dengan 
dasar notaris telah membuat surat palsu atau memalsukan akta. Menurut Habib Adjie 
pengkualifikasian tersebut berkaitan dengan aspek - aspek: 
1. Kepastian hari, tanggal dan pukul 
2. para pihak yang menghadap notaris 
3. tanda tangan para penghadap 
4. salinan akta tidak sesuai dengan minuta akta 
5. salinan akta ada tanpa dibuat minuta akta; dan 
6. minuta akta tidak ditanda tangani secara lengkap, tapi minuta akta 
dikeluarkan.53 
 
Apabila Pengadilan Negeri dalam putusannya menyatakan terdakwa I dan 
terdakwa II terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Menyuruh 
memasukkan keterangan palsu kedalam akta autentik”. Hakim Pengadilan Negeri 
Denpasar dalam pertimbangan hukumnya bahwa terdakwa telah terbukti secara sah 
dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana memalsukan surat akta otentik 
yang dapat menimbulkan suatu hak, perikatan atau pembebasan hutang atau 
diperuntukkan sebagai alat bukti daripada suatu hal dengan maksud untuk memakai 
atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak 
dipalsu dan pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian bagi saksi Hendry P. 
Wirasasmita.  
Hal di atas berarti bahwa Pengadilan Negeri dalam putusannya yang 
menyatakan terdakwa I dalam hal ini Hie Rudiyanto secara sah dan meyakinkan 
menyuruh memasukan keterangan palsu ke dalam akta otentik beserta terdakwa II 
                                                 
53 Habib Adjie, Buku I, Op Cit, hlm. 120-121 
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yakni  Josef Sunar Wibisono telah melakukan perbuatan yang memenuhi keseluruhan 
unsur pasal 264 KUHP, 1) membuat surat palsu atau memalsukan surat, 2)  
menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, 3) memakai atau 
menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak 
dipalsu, 4) surat yang dipalsukan adalah otentik. 
Putusan Pengadilan Negeri tersebut dimohonkan banding oleh terdakwa ke 
Pengadilan Tinggi. Ternyata putusan Pengadilan Negeri tersebut dibatalkan oleh 
putusan Pengadilan Tinggi dengan menyatakan para terdakwa tidak terbukti 
melakukan tindak pidana menyuruh memasukkan keterangan palsu kedalam akta 
autentik”.  Putusan tersebut ternyata dikuatkan oleh Mahkamah Agung, yang berarti 
bahwa kedua terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan 
jaksa penuntut umum pada dakwaan primer melanggar Pasal 264 ayat (1) dan 
dakwaan subside melanggar Pasal 266 ayat (1) KUHP. Hal ini memang sebenarnya 
demikian, karena Josef Sunar Wibisono membuat akta peralihan hak atas permintaan 
penghadap yakni Hie Rudiyanto bukan keterangan palsu yang dibuat dalam akta 
tersebut melainkan didasarkan atas paksaan, yakni Hie Rudiyanto memaksa Josef 
Sunar Wibisono agar bersedia untuk membuat akta peralihan hak atas saham milik 
Hendry P. Wirasasmita. 
Notaris Josef Sunar Wibisono seharusnya tidak membuat akta peralihan hak 
atas saham dalam akta otentik, dan jika ternyata tetap membuat akta peralihan saham 
yang merugikan Hendry P. Wirasasmita selaku pemilik saham berarti Josef Sunar 
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Wibisono dalam membuat akta otentik tersebut tidak bertindak jujur, tidak saksama, 
tidak mandiri, berpihak, dan tidak menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam 
perbuatan hukum, karena seharusnya notaris tidak membuat akta peralihan saham, 
karena telah mengetahui bahwa peralihan saham hanya dapat berlangsung jika 
didasarkan atas RUPS. Terhadap peralihan saham tersebut tidak membawa dampak 
terhadap akta yang dibuatnya menjadi terdegradasi menjadi akta yang mempunyai 
kekuatan sebagaimana akta di bawah tangan atau batal demi hukum, karena ketentuan 
Pasal 84 ayat (1) UUJN tidak menyebut pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 16 ayat 
(1) huruf a UUJN.  
Ketentuan normatif ini mengatur notaris agar notaris dalam menjalankan 
profesinya selalu terkontrol dengan formalitas yang telah digariskan. Artinya tuntutan 
profesi notaris lebih merujuk pada bentuk dari akta yang dihasilkan bukan substansi 
(materi) dari akta. Materi akta dan tanggung jawab atas isinya berada di pundak para 
pihak yang mengadakan perjanjian. Namun terkadang dalam suatu akta memuat 
konstruksi-konstruksi hukum tertentu yang sebenarnya dilarang untuk dilakukan di 
bidang hukum perjanjian. Mengenai hal ini, notaris berkewajiban untuk 
mengingatkan atau memberi tahu kepada para pihak bahwa perbuatannya 
bertentangan dengan hukum yang berlaku. 
Mengenai tanggung jawab materiil terhadap akta yang dibuat dihadapan 
notaris perlu ditegaskan bahwa dengan kewenangan notaris dalam pembuatan akta 
notaris bukan berarti notaris dapat secara bebas sesuai kehendaknya untuk membuat 
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akta otentik tanpa adanya para pihak yang meminta untuk dibuatkan akta. Akta 
notaris dengan demikian sesungguhnya adalah aktanya pihak-pihak yang 
berkepentingan, bukan aktanya notaris yang bersangkutan. Karena itulah dalam 
terjadinya sengketa dari perjanjian yang termuat dalam akta notaris yang dibuat bagi 
mereka dan dihadapan notaris maka yang terikat adalah mereka yang mengadakan 
perjanjian itu sendiri, Sedangkan notaris tidak terikat untuk memenuhi janji ataupun 
kewajiban apapun seperti yang tertuang dalam akta notaris yang dibuat di 
hadapannya dan notaris sama sekali berada di luar mereka yang menjadi pihak-pihak. 
Memperhatikan uraian sebagaimana tersebut di atas seharusnya Hendry P. 
Wirasasmita tidak melaporkan Hie Rudiyanto dan Josef Sunar Wibisono (notaris) 
kepada pihak kepolisian atas dasar melanggar Pasal 264 ayat (1) dan Pasal 266 ayat 
(1) KUHP, karena unsur tersebut tidak terpenuhi, mengingat kedua belah pihak sama-
sama menghadap sehingga tidak ada unsur membuat surat palsu atau memalsukan 
surat. Seharusnya yang ditempuh adalah  mengajukan permohonan pembatalan 
peralihan saham tersebut atas dasar peralihan tersebut tidak memenuhi unsur Pasal 
1320 angka 1 B.W., yaitu sepakat mereka yang membuat perjanjian. Selama tidak 
mengajukan permohonan pembatalan akta peralihan saham, maka peralihan saham 
tersebut adalah sah dan berarti bahwa Hendry P. Wirasasmita bukan lagi sebagai 
pemilik atau pemegang saham. Hendry P. Wirasasmita yang merasa dirugikan akibat 
peralihan saham tersebut Hendry P. Wirasasmita dapat menggugat ganti kerugian 
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terhadap Hie Rudiyanto dan Josef Sunar Wibisono (notaris) atas dasar telah 
melakukan perbuatan melanggar hukum. 
 
2.2. Akibat Hukum Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar yang Dikuatkan Oleh 
Mahkamah Agung 
Hie Rudiyanto  mengajukan upaya banding pada banding, Pengadilan Tinggi 
Denpasar. Pada tingkat banding, Pengadilan Tinggi Denpasar No. 59/Pid.B/ 
2005/PT.Dps tanggal 24 Nopember 2005 yang amarnya sebagai berikut menerima 
permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan permintaan banding dari 
Terdakwa I dan Terdakwa II ; Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar 
tanggal 7 Juli 2005 Nomor : 143/Pid.B/2005/PN.Dps ; Menyatakan Terdakwa I Hie 
Rudiyanto dan Terdakwa II Josef Sunar Wibisono, SH. secara sah dan meyakinkan 
tidak terbukti bersalah melakukan perbuatan pidana yang didakwakan dalam semua 
dakwaan. 
Pada tingkat kasasi atas permohonan Jaksa Penuntut Umum, Mahkamah 
Agung dalam putusannya No. 688 K/Pid/2006, amarnya menyatakan  tidak dapat 
diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : Jaksa/Penuntut Umum pada 
Kejaksaan Negeri Denpasar tersebut. Putusan Pengadilan Tinggi yang dikuatkan oleh 
Mahkamah Agung tersebut telah tepat, karena di dalam akta peralihan saham yang 
dibuat oleh dan di hadapan Josef Sunar Wibisono notaris, isinya telah benar ada 
peralihan saham, dalam arti Josef Sunar Wibisono tidak membuat akta yang isinya 
bukan semestinya (tidak benar) atau membuat surat demikian rupa, sehingga 
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menunjukkan asal surat itu yang tidak benar, notaris juga tidak mengubah surat yang 
sedemikian rupa, sehingga isinya menjadi lain dari isi yang asli atau sehingga surat 
itu menjadi lain dari pada yang asli. Tindakan Josef Sunar Wibisono selaku notaris  
tidak memenuhi unsur memalsukan atau membuat surat palsu dalam suatu akta 
otentik sebagaimana diatur dalam pasal 263 jo pasal 264 KUHP tidak terpenuhi. 
Terhadap putusan Mahkamah Agung pada tingkat kasasi tetap membawa akibat 
pada Josef Sunar Wibisono, SH selaku notaris, karena membuat akta dengan 
ancaman dan dua orang saksi yakni saksi Fauziah, dan saksi Marianus Dwi Priyanto 
tidak hadir pada saat penandatanganan akte di rumah Notaris Josef Sunar Wibisono. 
Akta peralihan saham tersebut ditandatangani oleh Hendry P. Wirasasmita dalam 
keadaan terancam ketika memberikan kesepakatan. Perihal ancaman dalam 
pembuatan akta tersebut tidak dijumpai dalam pasal 263 dan 264 KUHP, melainkan 
dijumpai dalam ketentuan pasal 1321 B.W., bahwa tiada suatu persetujuan pun 
mempunyai kekuatan jika diberikan karena kekhilafan atau diperoleh dengan paksaan 
atau penipuan. Konsep paksaan disertai ancaman tersebut dapat berakibat pada kodisi 
fisik maupun psikis orang yang diancam atau dipaksa jika tidak menandatangani akta 
tersebut dalam hal ini Hendry P. Wirasasmita. 
Notaris yang membuat akta ketika mengetahui salah satu penghadap dipaksa 
dan diancam melanggar Pasal 16 ayat (1) huruf a UUJN sebagaimana Pasal 85 
UUJN, bahwa “Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ... 16 ayat (1) 
huruf a ... UUJN dapat dikenai sanksi berupa a)  teguran lisan; b)  teguran tertulis; 
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c)  pemberhentian sementara; d)  pemberhentian dengan hormat; atau pemberhentian 
dengan tidak hormat. Terhadap Hendry P. Wirasasmita atas saham yang dikuasai oleh 
Hie Rudiyanto  tidak mempunyai akibat hukum atas putusan tersebut, karena dalam 
kasus pidana Mahkamah Agung tidak membatalkan akta peralihan hak, sehingga 
selama Hendry P. Wirasasmita tidak mengajukan permohonan pembatalan peralihan 
saham, maka Hendry P. Wirasasmita bukan sebagai pemilik saham. 
 
3. Sanksi Bagi Notaris yang Membuat Akta Dengan Ancaman dan Pemalsuan 
Akta yang dibuat oleh dan batau di hadapan notaris dengan ancaman dan 
pemalsuan tidak terdegradasi dalam arti tetap sebagai akta otentik yang mempunyai 
kekuatan pembuktian sempurna. Meskipun demikian terhadap notaris yang demikian 
dapat dikenakan sanksi afministratif dan sanksi perdata. 
Sanksi administratif atas dasar pelanggaran Pasal 16 ayat (1) huruf a UUJN 
sebagaimana Pasal 85 UUJN, bahwa “Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud 
dalam ... 16 ayat (1) huruf a ... UUJN dapat dikenai sanksi berupa a)  teguran lisan; 
b)  teguran tertulis; c)  pemberhentian sementara; d)  pemberhentian dengan hormat; 
atau pemberhentian dengan tidak hormat. 
Mengenai lembaga yang berwenang untuk melakukan pengawasan terhadap 
notaris terdiri atas dua lembaga, yaitu Majelis Pengawas Notaris yang dibentuk oleh 
menteri dan Dewan Kehormatan yang merupakan salah satu dari alat perlengkapan 
organisasi notaris, dalam hal ini tentunya Ikatan Notaris Indonesia. Kedua lembaga 
tersebut berwenang untuk mengawasi notaris sampai dengan menjatuhkan sanksi bagi 
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notaris yang dinyatakan melakukan pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan yang 
berlaku. Ada perbedaan kewenangan antara kedua lembaga tersebut dikarenakan 
keduanya terbentuk dari lembaga yang berbeda, namun keduanya tetap tidak dapat 
dipisahkan dari keberadaan organisasi notaris. 
 Majelis Pengawas Notaris diatur dalam UUJN sedangkan Dewan Kehormatan 
Notaris diatur dalam Kode Etik Notaris. Majelis Pengawas Notaris menurut Pasal 1 
angka 6 UUJN adalah suatu badan yang mempunyai kewenangan dan kewajiban 
untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris. Tugas 
pengawasan bagi pelaksanaan jabatan notaris dilakukan oleh menteri yang 
membawahi bidang kenotariatan dan dalam pelaksanaan pengawasan tersebut menteri 
membentuk suatu lembaga tersendiri yang disebut Majelis Pengawas Notaris. Majelis 
Pengawas Notaris dibentuk di tiga tingkat, yaitu di tingkat pusat, wilayah (propinsi) 
dan daerah (kota/kabupaten). Jumlah anggota Majelis Pengawas Notaris di tiap 
tingkat tersebut masing-masing berjumlah sembilan orang yang terdiri dari tiga unsur, 
yaitu unsur pemerintah, unsur akademisi/ahli dan unsur organisasi notaris. Adapun 
tugas Majelis Pengawas Notaris sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang 
Jabatan Notaris antar lain adalah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan 
jabatan notaris, termasuk melakukan pemeriksaan, sidang dan penjatuhan sanksi bagi 
notaris yang melakukan pelanggaran. Pengawasan yang dilakukan oleh Majelis 
Pengawas Notaris meliputi juga pengawasan terhadap pelanggaran kode etik notaris 
yang berakibat langsung terhadap masyarakat atau dianggap merugikan orang-orang 
ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga





yang menggunakan jasa notaris. Dalam melaksanakan pengawasan tersebut, Majelis 
Pengawas Notaris pun berwenang untuk menerima laporan langsung dari masyarakat 
atas dugaan terjadinya pelanggaran jabatan maupun kode etik yang dilakukan oleh 
notaris. 
 Tugas pengawasan tersebut termasuk juga memberikan sanksi kepada notaris. 
Perihal sanksi dalam UUJN sebagaimana diatur dalam Pasal 85 UUJN berupa teguran 
lisan; teguran tertulis; pemberhentian sementara; pemberhentian dengan hormat; atau  
pemberhentian dengan tidak hormat, terhadap notaris yang melakukan pelanggaran 
antara lain dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 
pengambilan sumpah/janji jabatan Notaris, yang bersangkutan tidak menjalankan 
kewajiban jabatannya dengan nyata; menyampaikan berita acara sumpah/janji jabatan 
Notaris kepada Menteri, Organisasi Notaris, dan Majelis Pengawas Daerah; tidak 
menyampaikan alamat kantor, contoh tanda tangan, dan paraf, serta teraan 
cap/stempel jabatan Notaris berwarna merah kepada Menteri dan pejabat lain yang 
bertanggung jawab di bidang agraria pertanahan, Organisasi Notaris, ketua 
pengadilan negeri, Majelis Pengawas Daerah, serta bupati atau walikota di tempat 
Notaris diangkat. 
Notaris yang bersangkutan dapat dikenakan sanksi selain sanksi menurut 
Pasal 85 UUJN, juga sanksi menurut Kode Etik atas dasar notaris bertindak jujur, 
mandiri, tidak berpihak, penuh rasa tanggungjawab, berdasarkan peraturan 
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perundang-undangan dan isi sumpah jabatan Notaris. Menurut Pasal 6 Kode Etik, 
sanksinya dapat berupa :  
1) Teguran;  
2) Peringatan;  
3) Schorsing (pemecatan sementara) dari keanggotaan Perkumpulan; 
4) Onzetting (pemecatan) dari keanggotaan Perkumpulan; 
Pemberhentian dengan tidak hormat dari keanggotaan Perkumpulan. 
2. Penjatuhan sanksi-sanksi sebagaimana terurai di atas terhadap anggota yang 
melanggar Kode Etik disesuaikan dengan kwantitas dan kwalitas pelanggaran yang 
dilakukan anggota tersebut. 
Mengenai sanksi yang dijatuhkan kepada notaris sebagai pribadi menurut Pasal 85 
UUJN dapat berupa : 
1.  Teguran lisan; 
2.  Teguran tertentu; 
3.  Pemberhentian sementara; 
4.  Pemberhentian dengan hormat; 
5.  Pemberhentian dengan tidak hormat 
Penjatuhan sanksi ini dapat diberikan bila notaris  melanggar ketentuan yang diatur 
oleh UUJN yakni melanggar Pasal 7, Pasal 16 ayat (1) huruf a-k, Pasal 17, Pasal 20, 
Pasal 27, Pasal 32, Pasal 37, Pasal 54, Pasal 58, Pasal 59, dan/atau Pasal 63. 
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a. Ancaman dapat digunakan sebagai pertimbangan untuk menilai otentitas akta 
yang dibuat di hadapan notaris, akta tersebut dapat terdedradasi otentitasnya 
dari akta yang mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta otentik yang 
sempurna, akta tersebut dapat menjadi sebagai alat bukti yang mempunyai 
kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan atau akta menjadi batal 
demi hukum, dan apabila degradasi akta tersebut merugikan pihak lain, maka 
dapat digunakan sebagai dasar untuk menggugat ganti kerugian. Akta yang 
dibuat karena ancaman, akta tersebut tetap mempunyai kekuatan hukum 
sebagai akta otentik karena telah memenuhi syarat mengenai bentuk dan 
sifatnya sebagai akta.  
b. Analisis kasus perkara Nomor 688 K/Pid/2006, pada tingkat pertama 
Pengadilan Negeri Denpasar dalam putusannya menyatakan bahwa  Hie 
Rudiyanto secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak 
pidana “Menyuruh memasukkan keterangan palsu kedalam akta autentik”, 
putusan tersebut berdampak pada notaris yakni notaris dapat dipidana atas 
dasar membuat surat palsu dan akta yang dibuatnya tetap sebagai akta otentik 
sebagaimana pasal 264 KUHP. Pada tingkat banding maupun kasasi 
permohonan jaksa penuntut umum ditolak yang berarti bahwa notaris tidak 
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melakukan perbuatan turut serta membuat surat palsu sebagaimana dimaksud 
oleh pasal 264 KUHP, meskipun demikian notaris tetap harus 
bertanggungjawab atas dibuatnya akta otentik tersebut, karena telah 
melakukan perbuatan melanggar ketentuan pasal 16 ayat (1) UUJN, yakni 
bertindak tidak jujur, tidak seksama, tidak mandiri, berpihak, dan tidak 
menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum. 
 
2. Saran 
a. Seharusnya Henry P Wirasasmita tidak melaporkan Hie Rudiyanto dan Josef 
Sunar Wibisono ke kepolisian atas dasar memalsukan atau membuat surat 
palsa dalam akta otentik, karena memang tidak ada unsur pemalsuan 
melainkan mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri disertai permohonan 
untuk membatalkan akta peralihan hak disertai dengan gugatan ganti kerugian 
atas dasar telah melakukan perbuatan melanggar hukum. 
b. Hendaknya Josef Sunar Wibisono dilaporkan ke Majelis Pengawas Daerah 
atas tindakannya melanggar kewajiban sebagaimana pasal 16 ayat (1) UUJN, 
agar diberikan saksi sebagaimana pasal 85 UUJN dan pasal 7 Kode Etik 
Notaris.  
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